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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR 150 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRFTARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan PD Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubghan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan PD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun 2016 Nemor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2003) sebagaimana
telah diuhah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan PD Provinsi Daerah Khusus
Ihukota Jakarta {Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Thukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lermbaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus hukota Jakarta Nomor 2007)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH,

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

10,

11

Provinsi Daerah EKhusus Ibukota Jakarta yang selanjutniya
disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
selanjuinya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah
Gubemur dan PD Provinsi DKI Jakarta sebagal unsur
penyelenggara Pernerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jalkarta

Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintabhan  Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta.

. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

DK Jakarta.

Biro Organisasi dan Reformast Birokrasi adalah Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Biro Kepala Daerah adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Biro Umurn dan Administrasi Sekretariat Daerah adalah Birp
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DXI
Jakarta,

Biro Perekonomian dan Keuangan adalah Biro Perekonomian
dan Kenangan Sekretariat Daerah Provinsi DX Jakarta

Biro Kerja Sama Daerah adalah Biro Kerja Sama Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah
Provinst DKI Jakarta.



12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

25.

Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Bire Pendidikan
dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kota Administrasi adalah Kota Adninistras] di Provinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta.

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Kepualauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Eecamatan adalah Kecamatan di Provinsli Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKl Jakarta yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai walil
Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Provinsi DR!
Jakarta,

Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Aslstenn  Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten
Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI
Jdakarta

Aslsten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah
Frovinsi DEI Jakarta

Asistenn Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD
Provinsi DKI Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah unit Kerja atau subordinat pada PD.

BAB 1II
KEDUDUEKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur,

(2) Sekretartat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.



Passl 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

d

LT v T P

(1)

(2)

(1)

(2)

mengoordinasikan dan menvusun Xkebijakan Pemerintah
Daerah;

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
Tungsi Sekretariat Daerah;

mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretaris Daerah

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh
Asisten Sekretaris Daerah.

Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal b

Sekretariat Daerah mempunyal tugas mmelaksanakan
pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian
terhadap pelaksanaan tugas PD, dan pelayanan administratif,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah:

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat
Daerah;

¢ penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur
Sekretariat Daerah;

d pengoordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah;

¢ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
Pemerintah Daerah oleh PD:

f pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungst PD;

g pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
Negara pada instansi;

h. penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi,
reformasi birokrasl, dan kerja sama daerah:

1 penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Daerah:

1 penyelenggaraan pelayanan kepada Gubemur dan Wakil
Gubernur:

k. pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah:dan

l pelaksanaan tugas dan fungsl lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



BAB Ii1
ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan orgamisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
1 Biro Pemerintahan;
2 Biro Hukum;
3. Biro Qrganisasi dan Reformasl Birokrasi;
4. Biro Kepala Daerah; dan
5. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.
b. Asisten Perckonomian dan Keuangan, terdiri atas:
1 Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
2 Biro Kerja Sama Daerah.
¢ Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup:
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
d. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1 Biro Kesejahteraan Sosial;
2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
e Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
ASISTEN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Asgisten Pernerintahan

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membanin Sekretaris
Daerah dalam:

a mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah urusan ketenteraman, ketertlban umum dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
statistik, persandian, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan pobtik, dan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pengembangan
sumber daya manusia dan kesekretariatan dewan perwakilan
rakyat daerah



b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Permerintah Daerah urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
kommunikasi dan informatika, statistik, persandian,
administrasl kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang  perencapaan, peneliian  dan
pengembangan, kepegawalan, pengembangan sumber daya
manusia dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah;

¢ mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian
pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten
Pemerintahan;

d. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pemerintahan,
hukum, organisasi dan reformasi birokrasi, ketatate=haan
Pemerintah Daerah, pelayanan kepada Gubernur dan Walkil
Gubernur, kesekretariatan Sekretariat Daerah;

e melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris
Daerah; dan

f melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Asisten Pernerintahan.
(2) PD lingkup Asisten Pemerintahan adalah:

Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistil:
Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah:
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
. Satuan Polisi Parnong Praja;

Kota Administrasi; dan

Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Biro Pemerintahan

!-:,-qa.r-r-.m _E..'l.".'l p"ﬁ-’l
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Pasal 8

(1} Biro Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

{2) Biro Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Biro



Pasal 9

(1) Biro Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan,

2]

merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantaunan dan
evaluasi pelaksanaan  kebijakan dan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang keteniteraman, ketertiban wmum, dan perlindungan
masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipll, kesatuan
bhangsa dan politik, dann fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian,
pengembangan sumber daya manusia dan kesekretariatan dewan
perwakilan rakyat daerah, serta bidang otonormi daerah, otonormi
khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan
umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan

pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Pemerintahan menyelenggarakan
fungsi:

a penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekyetariat Daerah sesuai lingkup tugas

dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
Tungsinya;

¢ pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kamunikasi
dan informatika  statistik, persandian, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
pemerintahan bidang otonomi daerah, otonorm khusus,
dekensentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum,
kapesitas daerah, perangkat kewllayahan dan pengaduan;

¢ pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan hidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi
dan  informatika, statistik, persandian, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipfl, kesatuan bangsa dan
politik;

f pemantauan dan evaliasi pelaksanaan kebijakan bidang
otonormni daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, fugas
pembantuan dan pemerintahan wumum, kapasitas daerah,
perangkat kewilayahan dan pengaduan;

g pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD  dalam
penyelenggaraan uriisan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masvarakat, kormunikasi
dann  informatika, statistk, persandian, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik;



h. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang otonori
daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan

dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat
kewilayahan dan pengaduan;

i pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
Penyelenggaraan wrusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi
dan  informatika, statistls, persandian, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik;

J. pelaksanaan pengelolaan data dan Informasi kebijakan
bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan pemerintaban umum, kapasitas daerah,
perangkat kewilayahtan dan pengaduan;

k. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan
perumusan  kebijakan, pemantamuan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
FD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahart  bidang  perencanaan, penelittap  dan
pengembangan, kepegawalan, pengembangan sumber daya
manusia darnt kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah;

I pelaksanaan koordinas! dan fasilitasi pelaksanaan peran
Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

m penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan akhir
masa jabatan;

n pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

0 pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan keglatan
kolahoratif antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;

p. fasilitasi pelaksanaan Forum Komunikasi Piimpinan di
Daerah;

q. pengoordinasian dan fasil'tast Penyelenggaraan Hari Jadi
Provinsi;

r fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi pemerintah,
antara lain Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia,
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia:

s pelaksanaan kesekretariatan Biro Pemerintahan;

t perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemnerintahan;

u pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pemerintahan; dan

v pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan iain yang
diberikan aleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asistenr:
Pernerintahan,



(1}

(2)

{1)

(2)

(1)

Pasal 10
Susunan Organisasi Biro Pemerintahan, terdiri atas:
a Bagian Otonomi Daerali, Dekounsentrasi dan Tugas

Pembantuan, terdiri atas:

1 Subbagian Otonomi Daerah, Otonori Khusus dan
Sinkronisasi Urnsan;

2. Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Kapasitas Daerah: dan

3. Subbagian Tata Usaha.

. Bagian Kewilayahan, terdiri atas:
I Subbagian Pembinaan Kewilayahan;
2. Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah; dan
3. Subbagian Lembaga Kemasyarakatar.
¢ Bagian Tata Praja dan Pemerintahan Umum, terdiri atas:
1 Subbagian Tata Praja I;
2. Subbagian Tata Praja II; dan
3 Subbagian Tata Praja I11.
d. Bagian Pengaduan, terdiri atas:
1 Subbaglan Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan:;

2. Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Subbaglan Penanganan Pengaduan Perekonomian,
Keuangan dan Pembangunan.

¢ Kelompok Jabatan: Fungsional.

Bagan struktur organisasi Biro Pernerintahan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ir.

Pasal 11

Bagian Otonomi’ Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuarn berkedudukan di bawah dan hertanggung jawab
kepada Kepala Biro Pemerin .

Bagian Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembarrtuan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 12

Baglan Otonomi Daerah, Dekonsentrasi  dan Tugas
Pembartuan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
dan perumusan kebijakan, pemantanan  dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
PD  dalam hidang otonomi daerah, otonomi khusus,
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum,
kapasitas daerah dan standar pelayanan minimal dan
pengelolaan kesekretariatan RBiro Pemn .
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Otonomi Daerah,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan

fungsi:

a

B
.

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Dagrah sesuai lingkup tugas

dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam bidang otonomi daerah, otomomi khusus,
dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah dan
standar pelayanan minimal;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas
pembantuan, kapasitas daerah dan standar pelayanan
mnimal

pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang
otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas
pembantuan, kapasitas daerah dan standar pelayanan
mnimal

pelaksanasn pengelolaan data dan informasi kebijakan
dalam bidang otonoml daerah, otonomi khusus,
dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah dan
standar pelayanan minimal;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peran
Gubernur selaku wakil Pemerintzh Pusat di Daerah;

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan akhir
masa jabatan;

pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

pelaksanaan fasilitasi forum, organisasi dan/alau asosiasi
pemeriniah, amtara lain Asosiasi Pemerintah Propinst
Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia, Asosiasi Pemerintah Rabupaten Seluruh
Indonesia;

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan
umum Biro Pemerintahan;

. pelaksanaan  pengoordinasian  dan pelaporan  Biro

Pemerintahan;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pemerintahan sesuaf linglup tugas dan
fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 13

Subbagian Otonomi Daerah, Otonond Khusus dan Sinkronisasi
Urusan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.

Subbagian Otonomli Daerah, Otonomi Khusus dan Sinkronisasi
Urusan dipimpin oletr Kepala Subbagian.

Subbagian Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Sinkronisasi
Urusan mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerzh sesuai Yngkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
¢ merumuskan proses bisnils, standar dan prosedur Biro
Pemnerintahan sesuai kngkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
di bidang otonomi daerah, otonomi khusus, sinkronisasi
urusan pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja
urnsan pemerintahan, dan standar pelayanan minimal;

¢ memantau dan mengevaiuasi pel=ksanaan kebijakan di
bidang otonomi daerah, otonomi khusus, sinkronisasi
urusan pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja
urusan pemerintahan, dan stdndar pelayanan rinimal;

f mengoordinasikan  pelaksana tugas PD dalam
penyelenggaraan bidang otonomi daerah, otonomi khusus,
sinkronisasi urusan pemerintahan, norma, standar dam
prosedur kerfa wurusan pemerintahan, dan standar
Pelayanan minimal;

g mengelola data dan informasi kebfjakan di bidang otonomi
daerah, otonomi khusus, sinkronisasi urisan
pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja urusan
pemerintahan, dan standar pelayanan minimal:

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungst Biro Pemerintahan sesuai lingkup
tugasnya; dan

i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan,

Pasal 14

Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.

Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas
Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian,
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(3] Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas
Daerah mempunyal fugas:

a

menyusun Rencanta Strafegis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Hingkup
tugasnya;

merurnuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
di bidang dekonsentrasi, tugas Pembantuan dan Kapasitas
Daerahy;

memantau dant mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang dekonsentrasi, tugas Pembantuan dan Kapasitas
Daerah;

mengoordinasikan  pelaksana  tugas PD dalam
penyelenggaraan hidang dekonsentrasi, tugas Pembantuan
dan Kape=sitas Daerah;

mengelola data dan informasi kebijakan di bidang
dekonsentrasi, tu.as Pembantuan dan Kapasitas Daerah;

melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [LPPD), memori serah terima jabatan
Gubernur dan akhir masa jabatan:

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi forum, orgarnisasi
dan/atau asosiasi pemerintah {APPSI, APEKSI, APKASI, dii);

rmengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretarial Daerah lingkup
Bagian Otonomi Daeraht, Dekonsentrasi dan Tugas
Pernbantuan;

mengoordinasikan penyusunan iaporan Bagian Otonomi
Daerah, Dekonsentrasl dan Tugas Pembantuan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 15

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Eepala Bagian Otonomi Daerah,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

{3} Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas:
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a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
KerJa dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan Rencana Strategls dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

¢ melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Biro Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya

d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Pemerintahan;

e melaksanakan pengelolaan adminisirasi keuangan Biro
Pemerintahan, meliputi penganggaran, penatausahaan,
serta pengeiolaan sistemn akuntansi dan pelaporan;

f melaksanakan pengelolaan adminisirasi umum Biro
Pemerintahan, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
barang/aset, kehumasan, data, sistern informasi dan
kearsipan;

§. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
linglcup Biro Pemerintahan;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strated¥s,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Birec Pemerintahan;

1 meéngoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Biro Pemerintahan:

J- mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro
Pemnerintahan;

k. mengoordinasikan penveiesaian tindak lanjut  hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
{BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP);

I melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biroc Pemerintahan sesual Iinglkup
tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 16

Bagian Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan,

Baglan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bagiarn.
Pagal 17

Bagian Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengcordinasian  dan perumusan  kebijalkan,
pPenyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
peénylapan pengoordinasian pelaksanaan lugas PD dalam
administrasi dan perangkat kewilayahan, penataan dan
pengembangan wilayah, dan lembaga lemasyarakatan.
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Dalam  melak anakan  tugas, Baglan  Kewilayahan
menyelenggarakan fungsi:

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja
dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesnai lingkup tugas dan
fungsinva;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;

pengoordinasian, perwmnusan dan penyusunan kebijakan
dalam Dbidang pembinaan kewilayahan, penataan dan
pengembangan wilayah, dan lembaga lemasyarakatan;
pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang
pemubmaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah,
dan Jembaga Jemasyarakatan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang
pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah,
dan lembaga lemasyarakatan:

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam
bidang pembinaan kewilayahan, penpataan dan pengembangan
wilayal, dan lembaga lemasyarakatan:

pengoordinasian pelaksana tugas perangkat kewilayahan
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kehurahan
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak
dan retribust di wilayahnya;

pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan
fungsl Biro Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas dan fungst kedinasan Iain yang diberikan
oleh Kepala Biro.

Pagal 18

Subbagian Pembinaan Kewilayahan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kewilayahan.

Subbagian Pembinaan Rewilayahan dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Pembinaan Kewilayahan mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ meruwmuskan proses bisnis, standar dan prosedur Bire
Pemerintahan sesual lingkup tugasnya
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mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
di bidang pembinaan administrasi dan tekmis, pendayagunaan
dan pelaksanaan tugas perangkat kewilayahan Kota/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebfiakan di
bidang pembinaan administrasi dan teknis, Pendayagunaan
dan pelaksanaan tugas perangkat kewilayahan Kota/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

mengoordinasikan pelaksana tugas perangkat kewilayahan
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
dalamm mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan
pajak dan retribusi di wilayahnya;

mengelola data dan informasi kebijakan di bidang
pembinaan administrasi dan teknis, pendayagunaan dan
pelaksanaan tugas perangkat kewilayahan Kota/ Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan:

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 19

Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bagian
Kewilayahan.

Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah mempunyai
tugas:

a

menyusurt Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuaj lingkup
tugasnya;

. melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen

Pelalesanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan preses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
di bidang pembentukan wilayah, pemecahan wilayah,
penggabungan wilayah, pemekaran wilayah, perubahan
nama wilayah, profil wilayah, batas wilayah, kodifikasi
wilayah, maskot/cirl wilayah, potensi wilayah, tipologi,
toponind, rupabumt:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembentukan wilayah, pemecahan wilayah,
penggabungan wilayah, pemekaran wilayah, perubahan
nama wilayah, profil wilayah, bhatas wilayah, kodif'l#si
wilayah, maskot/ciri wilayah, potensi wilayah, Hpologi,
toponimi, rupaburmi:
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mengoordinasikan pelaksana tugas perangkat kewilayahan
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
dalam pembentukan wilayah, pemecahan wilayah,
penggabungan wilayah, pemekaran wilayah, perubzhan
nama wilayah, profil wilayah, batas wilayah, kodifikasi
wilayah, potensi wilayah, maskot/ciri wilayak, tipologi,
toponimi, rupabumi;

mengelola data dan informasi kebfjakan di bidang
pembentukan wilayah, pemecahan wilayah, penggabungan
wilayah, pemekaran wilayah, perubahan nama wilayah,
profil wilayah, batas wilayah, kodifikasi wilayah, potensi
wilayah, maskot/ciri wilayah, tipologl, toponimi, rupabumi;
mejaksanakan pengoordinasi=n, perumusan, pemantauan

dan evaluasi kebijakan standarisasi kantor dan rumah
dinas jabatan Carnat dan Lurah;

mengelola data dan informasi kantor dan rumah dinas
jabatan Camat dan Lurah;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup

tugasnya; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibertkan oleh

Kepala Bagian.,
Pasal 20

Subbagian Lembaga Kemasyarakatan dipimpin ¢leh Eepala
Subbagian.

Subbagian Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasmya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

figasnya;
merunmuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesual lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
di bidang lembaga kemasyarakatan wilayah, yang meliputi
Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Lemhbaga Musyawarah
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta
lembaga kemasyarakatan latnnya;

memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebfakan di
bidang lembaga kemasyarakatan wllayah, yang meliputi
Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarzh
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta
lembaga kemasyarakatan lainnya;

mengoordinasikan pelaksana tugas lemmbapa
kemasyarakatan wilayah, yang meliputi Dewan Kota /Dewan
Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rukun
Warga dan Rukun Tetangga serta lembaga kemasyarakatan
lainnya;
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g mengelola data dan informasi kebijakan di bidang lembaga
kemasyarakatan wilayah, yang meliputi Dewan Kota/Dewan
Rabupaten, Lembaga Musyawarah HKelurahan, Rukun
Warga dan Rukun Tetangga serta lembaga kemasyarakatan
lainnya;

h. mengoordinastkan penyusunan bahan rencana strategis
dan renicana kertja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagi Kewilayahan;

1 mengo rdinasikan Penxyusunan laporan Bagian
RKewila ahan;

melapo kan dan mempertanggungiawabkan Pelaksanaan
tugas an fungsi Bire Pemerintahan sesuai lingkup
tugasn dan

k. melak tugas kedinasan lain yang diberikan oieh
Repala aglan,

Pasal 21

Bagian Ta Praja dan Pemerintahan Umum berkedudukan di
bawah d bertanggung jawab kepada Kepala Biro
Pemerin

Baglan Ta Praja dan Pemerintahan Urmurg dipimpin oleh
Kepala Ba an

Pasal 22

Bagian Ta Praja dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas
melaksan penyiapan pengoordinasian dan perumusan
kebijakan, t)enyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan penylapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD

penyelenggaraan urusan : ketenteraman, ketertiban mmum,
dan perlindungan masyarakat, komumnikasi dan informatikg,
statistik, persandian, administrasi kependuditkan dan pencatatan

Dalam mélaksanakan tugas, Bagian Tats Fraja dan
Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:

a penyusuhan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai ingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesyai lingkup tugas dan
fungsinya:

€ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai linglup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam penyelenggaraan urusan  pemerintahan  bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan  perlindungan
masyarakat, Kkormunikasi  dan informatika,  statistik,
persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik;
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¢ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi
dan  informative  statistik, persandian, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik;

f pengoordinasian  pelaksanaan lugas PD  dalam
penyelenggaraan uriisan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komuntkasi
dan informatika, statistik, persandian, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik:;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
dalamn  penyelenggarsan wurusan pemerintahan bidang
ketenteraman,  ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik,
persandian, administras] kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik;

h. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengeordinasian dan
perumusan  kebijakan, pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi kebifjakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
FD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang  perencanaan, peneliian  dan

pengembangan, kepegawalan, pengembangan sumber daya
manusia dan kesekretariatan dewar: perwakilan rakyat daerah

1 pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat:

| fasilitasi pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan di
Daerah;

k. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi
Provinsi;

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungst Biro Pemerintahan sesuai lingkup tugas dan
fungsinya: dan

m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain vang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 23

Subbagian Tata Praja 1 berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Praja dan
Pemerintahan Umum,

Subbagian Tata Praja [ dipimpin cleh Kepala Subbagian.
Subbagian Tata Praja [ mempunyai tugas:

mmenyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
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merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahian sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemnerintahan hidang ketenteraman,
ketertiban urmum, dan pertindungan masyarakat;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
mengoordinasikan  pelaksana tugas PD  dalam
penyelenggaraan unisan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban unmm,
dan perlindungan masyarakat;

melaksanakan Pengocrdinasian dan fasilitasi
penyelenggaraan kegiatan kolaboratif antara Pererintah
Daerah dengan masyarakat:

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak_anaan
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 24

(1) Subbagian Tata Praja I berkedudukan di bawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Praja dan
Pemerintahan I'murmn.

(2)
(3)

Subbagian Tata Praja II dipimpin cleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Praja II mempunyai tugas;

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerzh sesual linglcup
lugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya

mengeordinasikan, merumuskan dan menyusun kKebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, statistil, persandian, dan kesatuan bangsa
dan poliiik serta pemerintahan wrmum:

memantau  dan  mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, statistik, persandian, dan kesatuan bangsa
dan politik serta pemnerintahan urmms;
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mengoordinasikan  pelaksana  tugas FD dalam
penyelenggaraan wusan pemeriniahan bidang komunikasi
dan informatika, statistik, persandian, dan kesatuan bangsa
dan politik serta pemerintahan urmam;

mengelola data dan informasi kebfjakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
statistk, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik serta
pemerintahan urmam;

memfasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian
dan perumusan kebifakan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan
infermasi kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
PD dalam penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dewan
perwalilan rakyat daerah;

mermfasilitasi pelaksanaan Forum Komunikasi Phmpinan di
Daerah;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Birc Pemerintahan sesuai linglcup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 25

Subbagian Tata Praja Il berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Tata Praja dan
Pemerintahan Umurm,

Subbagian Tata Praja I dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Praja 111 mempunyai tugas:

ad

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglup
tugasnya;

Merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrast
kependudukan dan pencatatan sipil;

memantan dan mengevaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan bemerintahan bidang administras;
kependudukan dan pencatatan sipil;

mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan Percatatan sipil;
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h. memfasilitasi Asisten Pererintahan dalam pengoordinasian

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi kebijakan dan Pengoordinasian pelaksanaan tugas
PD} dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang  perencanaan, penelitian  dan
pengembangan, kepegawaian, dan pengembangan sumber
daya manusia;

1 mel=ksanakan pengoordinasian dan fasilitasi Penyelenggaraan
Harl Jadi Provinsi;

1 mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategls dan

rencana kerfa dan angparan Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Tata Praja dan Pemerintahan Umm;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Tata Praja
dan Pemerintahan Urmum:

I melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Biro Pemerintahan  sesuai lingkup

tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,
Pasal 26

Bagian Pengaduan berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Birp Pemerintahan,

Bagian Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bagiamn,
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bagian FPengaduan
menyelenggarakan fungsi:

2 Peryusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja. Rencana

b. pelaksanaan Rencana Strateais dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretardat Daerah sesual Ungkup tugas dan

¢ Perumusan proses bispis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai linglkup tugasnya;

d. pengeordinasian, perumusan dan Penyusunan kebijakan
dalam penyelenggaraan Pengelolaan pengaduan:

¢ pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
pPenyelenggaraan Pengelolaan pengaduan:

f  pengoordinasian Pelaksanaan  tugas  pp dalam
Penyelenggaraan pengelolaan pengaduan:
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g Pelaksanaan pengelolaan data dan Informasi kebijakan
dalam penyelenggaraan pengeiolaan pengaduan;

1 pengoordinasian dan pengelolaan kanal pengaduan resmi
daerah;

] pengoordinasian dan fasilitasi penanganan pengaduan

masyarakat yang bukan merupakan  kewenangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu kewenangan
pemerintah pusat maupun swasta:

k. pengoordinasian dan penyusunan laporan penanganan
pengaduan

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Birc Pemerintahan sesuai Iingkup tugas dan
fungsinya; dan

m. pelaksanaan tugas dan hungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bire,

Pasal 28

Subbagian  Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Pengaduan.

Subbagian Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Pelayanan dan Tata Kelolg Pengaduan mempunyai
tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

€ merumuskan proses hisnis, standar dan prosedur Biro
Permnerintahan sesual lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat:

€ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penanganan pengaduan masyarakat:

I melaksanakan penggordinasian dan pelaksanaan pelayanan
penerlmaan  pengaduan masyarakat dj lingkungan
Balaikota;

g melaksanakan pPengoordinasian dan pengelolaan  kanal
pengaduan resmi daerah:
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i melaporkan dan mempertanggungjawabkan pel lisanaan
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup

tugasnya; dan
] melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan.

Pasal 29

Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di  bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengaduan.

Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbaglan Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

a4 menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan  Rencang Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

C merumuskan proses bisnis, standar dan Prosedur Biro
Pemerintahan sesual lingkup tugasnya

d. melaksanakan pengoordinasian Pelaksanaan tugas PD
dalam  penanganan pengaduan masyarakat  bidang
pemerintahan dan kesefahteraan rakyat;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PD dalam
penanganan pengaduan masyarakat bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat;

f mengelola data dan informasi penanganan pengaduan
masyarakat bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

8 memfasilitast penyelesaian pPengaduan masyarakat yang
menjadi kewenangan Biro Pemerintahan;

h. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan
penanganan pengaduan di DKI Jakarta:

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pel_ksanaapn
tuga. dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup
tugasnya; dan

melak:anakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.
Pasal 30

Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonomian, Kenangan
dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bagian Pengaduan,

Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan
dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
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{31 Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan

(1)

(2)

(1)

dan Pembangunan mempunyai tugas:

a menpyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
lugasnya;

¢ mermmuskan preoses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya

d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD
dalam  penanganan pengaduan  masyarakat  bidang
perekonomian, keuangan, pembangunan dan lingkungan
hidup;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PD dalam
pehanganan pengaduan masyarakat bidang perekonomian,
keuangan, pembangunan dan Inglungan hidup;

[ mengelola data dan imformasi penanganan pengaduan
masyarakat bidang perekonomiarn, keuangan, pemhangunan
dan Hngkungan hidup;

g melaksanakan pengoordinasian dapn fasilitasi penanganan
pengaduan  masyarakat yang bukan merupakan
kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu
kewenangan pemerintah pusal maupun swasta:

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pengaduan;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pengaduan,

melaporkan dan Inempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pemperintahan  sesuai lingkup
tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Biro Hukum
Pasgl 31

Biro Hukum dipimpin oleh: Kepala Biro.
Pasal 32

Biro Hukum mempunya; tugas melaksanakan perumusan,
pemantiman dan evalyasi kebijakan terkait penyusunan produk
hukum daerah, pelayanan hukum, bantuan hukum, publikasi
dan dokumentasi hukum dapn pembinaan hak asasi manusia,
penyelarasan Naskah Akademnik Rancangan Peraturan Daerah,
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pengoordinastan pengharmonisasian, pemantapan, pembuiatan,
konsepsi  rancangan produk hukum daerah, evaluasi,
Pengkajian, Pengundangan  produk  hukum daerah,
dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-tndangan,
pengoordinasian  dan  pelaksanaan pelayanan  hukum,
pengoordinasian dan pelaksanaan bantuan hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan
fungsi:
a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana

Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelak:anaan Rencana Strategis dan Dolumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ pelaksanaan perumusan, pemantauan dan  evaluasi
kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah,
pelayanan hukum, bantuan hukum dan pPembinaan hak

¢ pelaksanaan evaluasi dan pPengkajian produk hukum
daerah;

I pelaksanaan pelayanan perkara non litigasi;
pelaksanaan bantuan hukum Perkara litigasi;
. pelaksanaan penigundangan Peraturan Daerah dan

= @

Dokumentasi dan Informasi Hukum;

1 pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan Hak Asasi
Manusig

I pelaksanaan kesekretariatan Biro Hukum;

k. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Birg
Hukum

1 pelaksanaan Pengelolaar data dan informasi Biro Hulum

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Hukum; dan

n pelaksanaan tudas dan fungsi kedinasan 1ain yang
diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atan Asisten
Pemerintahan.

Pasal 33
(1) Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas:

& Baglan Peraturan Perundm1g~undangan. terdiri atas:
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1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan; dan

3. Subbaglan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

b. Bagian Pelayanan Hukum, terdiri atas:
I Subbagian Pelayanan Hukum I;
2. Subbagian Pelayanan Hukum II: dan
3. Subbagian Pelayanan Hukum II.

¢ Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas:
I Subbagian Bantuan Hukum I;
2 Subbagian Bantuan Hukum IF; dan
3. Subbagian Bantuan Hukum II,

d. Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusta, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum, terdiri atas:

1. Subbagian Pengundangan dan Dekumentasi Hukum;
2. Subbagian Pembinaan HAM dan Publ'kasi Hukum; dan
3. Subbagian Tata Usaha.

¢ Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan struktur organisasi Bire Hulkum tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
Peraturan Gubemur ini

Pasgal 34

Baglan Peraturan Perundang-undangan berkedudukan dt
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bire Hulkum,

Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala
Bagian,

Pasal 35

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
pelaksanaan  penyelaragsan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan  Daerah, pengoordinasian, pengharmonisasiarn,
pembulatan, dan pemantapan  kongepsi rancangan produk
Lmkum daerah, dan evaluasi dan pengkafian Produk hulum
aerah

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi:

4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Rerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat IEngkup tugas
dan fungsinya;
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b. pelak.anaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan preosedur Biro
Hukum sesuai lingkup tugasnya:

d. pelaksanaan perumusan, pemantauan dan  evaluasi
kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah:;

e penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah,

I pengoordinasian, pengharmonisasian, pembuiatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah:

. evaluasi dan pengkajlan produk hukum daerah:

g
h. perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur:

1 pelaksanaan pengelolaan data dan informasi peraturan
perundang-undangan.

] pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas dan
fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

k. pelaksanaan fugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oieh Kepala Birg,

Pasal 36

Subbagian Peraturan Ferundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Peraturan Perundang-undangan.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Renecana Strategis  dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup
ftugasnya;

C. merumuskan proses bisnis, standar dan presedur Birg
Hukum sesuai lingkup tugasnya;

d. melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan dalam penyusunan produk hukum daergh bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

& melaksanakan penyelarasan  Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah bidang pernerintahan dan kesejahteraan

rakyat;
f melaksanakan Pengoordinasian, Pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk
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hulum daerah  bidang  Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;

g melaksanakan evaluasi dan pengkalian produk hukum
daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

h. melaksanakan perencanaan program pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

1 mengelola data dan informasi peraturan perundang-
undangan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Ralyat;

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak_anaan

tugas dan fungsi Biro Hukurn sesual lingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 37

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarat Daerah sesuai lingkup
lugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukurmn sesual lingkup tugasnya;

d. melaksanakan perumusan, pemantzuan dan evaluasi
kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah bidang
perekonormian dan keuangan;

e melaksanakan periyelarasan  Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah bidang perekonomian dan keuangan;

f melak anakan pengoordinasian, pengharmonisac-ian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk
hukum daerah bidang perekonomian dan keuangan;

g melaksanakan evaluasi dan Pengkajian produk hukum
daerah bidang perekonomian dan keuangan;

h. melaksanakan perencanaan program  pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubermur bidang
perekonomian dan keuangan;

1 mengelola data dan informasi peraluran perundang-
undangan di bidang perekonomian dan keuangan;
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai Ingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 38

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembanigunan dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkvngan Hidup mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
b. melaksanakan Rencana  Strategls dan  Dokumen

Pelaksapaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglkkup
lugasmnva;

¢ mertumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuai lingkup tugasnya;

d. melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebjjakan dalam penyusunan produk hukum daergh bidang
pembangunan dan Ingkungan hidup;

¢ melaksanakan penyelarasan  Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah bidang pembangunan dan lingkungan
hidup;

f melaksanaken pengoordinasian, pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk
hukvm daerah bidang pembangunan dan lngkungan hidup;

g melaksanakan evaluas! dan pengkajian produk hukum
daerah bidang pembangunan dan Ingkungan hidup;

h. melaksanakan perencanaan program  pembentukan
Perauran Daerah dan Peraturan Gubernur bidang
pembangunan dan lingkungan hidup;

i mengelola data dan informasi peraturan perundang-
undangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;

] mengoordinasikan pemyusunan bahan rencans stratedis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Peraturan Perundang-undangan;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Peraturan
Perundang-undangan;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan
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m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 39

Bagian Pelayanan Hukurm berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum,

Baglan Pelayanan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 40

Baglan Pelayanan Hukum mempunyai tugas pelaksanaan
pengoordinasian, pelayanan, dan pengkajlan perkara non
litigasi.

Dalarn melaksanakan tugas, Bagian Pelayanan Hukum
mernyelenggarakan fungsi:

a peryusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai ingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lngkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesual lingkup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perkara non

litigasi;
e pelayanan penerlmaan pengaduan masyarakat. terkait
perkara nomn litigasi;

f pengoordinasian, kensultasi hukum, mediasi dan fasilitasi
perkara non litigasi;

g. pertimbangan kepada pimpinan dan PD/UKPD dalam
perkara non litigasi;

h. pendampingan bagli PD/UKPD dalam menerima pengunjuk
rasa,

1 pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perkara non
Iitigasi;
J Ppelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan cleh Kepala Biro.
Pasal 41

Subbagian Pelayanan Hukum I berkeduduken di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum.

Subbagian Pelayanan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Pelayanan Hukum I mempunyai tugas:
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menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksaraan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuai lingkup tugasrnya;

melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan
dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan
perkara non litigasi terkait pertanahan dan tata ruang;

melaksanakan  pelayanan  penerimaan — pengaduan
masyarakat. terkait perkara non litigasi terkait pertanahan
dan tata ruang;

melaksanakan  pengoordinasian, konsultasi hukum,
mediasi dan fasilitasi perkara non litigasi terkait
pertanahan dan tata ruang;

memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan PD/UKPD
dalam perkara non ltigasi terkait pertanahan dan tata
ruang;

melaksanakan pendampingan bagi PD/UKPD daiam
menerima pengunjuk rasa terkait pertanahan dan tata

ruang;
mengelola data dan informasi perkara non litigasi terkait
pertanahan dan tata ruang;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsl Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 42

Subbagian Pelayanan Hukum II berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum.

Subbagian Pelayanan Hukum 0O dipimpin oleh Kepala
Subbagian,

Subbagian Pelayanan Hukum 0 mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya:

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuai lingkup tugasnya:

melaksanakan pengoordinasian, perumusan, persantauan
dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan Ppelayanan
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perkara non liigasi terkait barang milik daerah dan
keuangan;

melaksan KHn  pelayanan  penerimaan  pengaduan
masyarakat. terkait perkara non litigasi terkait barang milik
daerah dan keuangan;

melaksanakan pengoordinasian, konsultasi hukum,
mediasi dan fasilitasi perkara non ltigasi terkait barang
milik daerah dan keuangan;

memberikan pertimbangan kepada plmpinan dan PD/UEKEPD
dalam perkara non litigasi terkait barang millk daerah dan
keuangan,;

meiaksanakan pendampingan bagi PD/UKPD dalam
mmenerima pengunjuk rasa terkait barang milik daerah dan
kenangan;

mengelola data dan informasi perkara non litigasi terkait
barang milik daerah dan kKeuangan;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Hukum sesual Engkup tugasnya: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian;

Pasal 43

Subbagian Pelayanan Hukum Il berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Pelayanan Hukum.

Subbagian Pelayanan Hukum III dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Pelayanan Hukum /Il mempunyai tugas:

(5 4

menyusun Rencana Sitrategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuat lingkuep tugasnya;

. Mmelaksanakan pengocrdinasian, perumusan, pemantauan

dan evaluasi kebifakan dalam pelaksanaan pelayanan
petkara non Htigasl terkait perumahan, pendidikan,
kesehatan, lingkungan hidup dan sosial;

melaksanakan  pelayanan  penerimaan  pengaduan
masyarakat. terkalt perkara non litigasi terkait perumahan,
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sosial;

melaksanakan pengoordinasian, keonsultasi hukum,
mediasi dan fasilitasi perkara non litigasi terkait
pe;ualmahm, pendidikan, kesehatan, ingkungan hidup dan
S0
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memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan PD/UKPD
dalam perkara non litigasi terkait perumahan, pendidikan,

kesehatan, Hnghkungan hidup dan sosial

melaksatiakan pendampingan bagl PD/UKPD dalam
menerlma pengunjuk rasa terkait perumahan, pendidikan,
kesehatan, lingkungan hidup dan sosial;

mengelola data dan informasi perkara non litigasi terkait
perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan
sosial

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategls

dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pelayanan Hukum:;

mengeordinasikan penyusunan laporan Bagian Pelayanan
Huleum;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 44

(1) Bagian Bantuan Hukwm berkedudukan & bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Birc Hulcum,

(2)

(1)

(2]

Bagian Bantuan Hukum dipimpin cleh Kepala Bagian.

Pasal 45

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pengoordinasian,
pengkajian, dan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi.

Dalamn melaksanakan tugas, Bagian Bantuan Hukum
menyelenggarakan fungsi:

a

penyusunan Rencana Sirategis, Rencana Kerja, Rencana
EKerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai ngkup tugas
dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Seckretariat Daerah sesuai linglup tugas dan

fungsinya;
perummsan proses bisnis, standar dan presedur Biro
Hukumn sesuai lingkup tugasnya:

Pengeordinasian, perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan pelaksanaan bantuan hukumn perkara litigasi;

pengoordinasian dengan PD/UKPD, instansi penegak
hukum dan organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan
bantuan hukum perkara litigasi '

pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi, meltputi uji
materiil produk hukum daerah, perkara perdata, perkara
pidana, perkara tata usaha Negaradan perkara di Badan
Peradilan Lainnya
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g. pengoordinasian, pengumpulan dan pendokumentasian
bukti dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum perkara

litigasi;

h. pelaksanaan pengadministrasian bantuan hukum perkara
litigasi;

i pelaksanaan  pendokumentasian  putusan/penetapan
pengadilan;

J. pemberian pertimbangan dan/atan perlindungan hukum

kepada pimpinan dan PD/UKPD dalam pemberian
Pelaksanaan bantuan likum terkait tugas dan fungsinya:

k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang
bantuan hukum perkara litigasi;

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bire Hukum sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 46

Subbagian Bantuan Hukum I berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Bantuan Hukurm,

Subbagian Bantuan HukumI dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Bartuan Hukurmn I mnempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuat lingkup tugasnya:

d. melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan
dan evaluasi kebljakan pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Lemnbaga
peradilan lainnya:

e melaksanakan pengoordinasian dengan PD/UKPD, instansi
penegak hukum dan organisasi bantuan hukum dalam
pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasl pada wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta
Utara dan Lembaga peradilan lainnya;

f melaksanakan pengadmistrasian pelaksanaan bantuan
hukum perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan
Lembaga peradiian lainnya;

g menghimpun dan mendokumentasikan bukti dalam rangka
penanganan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi
pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, dan Lembaga peradilan lainnya:
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mengadministrasikan  pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Lembaga
peradilan lainnya;

mendokumentasikan putusan/penetapan pengadilan pada
wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, dan lembaga peradilan lainnya;

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan hulaun
kepada pimpinan dan PD/UKPD dalam pemberian bantuan
hukum terkait tugas dan fungsinga pada wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negerl Jakarta
Utara, dan lembaga peradilan lainnya

mengelola data dan informasi pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigast pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Pengadilan Negerl Jakarta Utara dan lembaga
peradilan lainnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya:

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian.
Pasal 47

Subbagian Bantuan Hukum II berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

Subbagian Bantuan Hukum 11 dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Bantuan Hukum Il mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana  Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bismis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuai ingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan
dan evaluasi kebijakan pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan
lembaga peradilan lainnya;

melaksanakan pengoordinasian dengan PD/URPD, instansi
penegak hukum dan organisasi bantuan hukum dalam
pelaksanaan bantuan hukem perkara litigasi pada wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, dan lembaga peradilan lainnya;



(1)

(2)

(3

36

melakisanakan pengadmistrasian pelaksanaan bantuan
hukum perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan Negerl Jakarta
Barat, dan lembaga peradilan lainnya;

menghimpun dan mendokumentasikan bukti dalam rangka
Penanganan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi
pada wilayah Pengadilan Negerl .JJakarta Selatan dan wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan lembaga peradilan
lainnya;

mengadministrasikan  pelaksanaan bantuan  hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri .Jakarta
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan
lembaga peradilan lainnya;

mendokumentasikan putusan/penetapan pengadilan pada
wilayah Pengadilan Negerl Jakarta Selatan dan wilayai
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan lembaga peradilan
lainnya;

memberikan pertimbangan dan/aten perlindungan hukum
kepada pimpinan dan PD/UKPD dalamn pemberian bantuan
hukum terkait tugas dan fungsinya pada wilayah
Pengadilan Negerl Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan
Negerl Jakarta Barat, dan lembaga peradilan lainnya;

mengelola data dan informasi pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan
lembaga peradilan lainnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnva;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian.
Pasai 48

Subbagian Bantuan Hukum I1II berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

Subbagian Bantuan Hukum 1l dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelakisanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merurmnuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuai lingkup tugasnya;

melalsanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan
dan evaluasi kebijakan pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
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¢ melaksanakan pengoordinasian dengan PD/UKPD, instansi
peniegak huknm dan organisasi bantuan hukum dalam
Pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi pada wilayah
Pengadtlan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tata
Usaha Negara;

I melaksanakan pengadmistrasian pelaksanaan bantuan
hukum perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri
Jakarta Timur dan Pengadflan Tata Usaha Negara;

g. menghimpun dan mendokumentasikan bukti dalam rangka
penanganan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi
pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan
Pengadilan Tata Usaha Negara;

h, mengadministrasikan pelaksanaan baniuan hukum
perkara litigasi pada; wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Tirmur dan Pengadilan Tata Usaha Negara

i mendokumentasikan putusan/penetapan pengadilan pada
wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan
Tata Usaha Negara;

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan hukum
kepada pimpinan dan PD/UKPD dalam pemberian bantuan
hukum ferkait tugas dan fungsinya pada wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tata
Usaha Negara;

k. mengelola data dan informasi petaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
‘Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1 mengoordinasikan penyusunan bhahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Bantuan Hukum;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Bantuan
Hukumn;

n melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan

¢ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 49

Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum,

Baglan Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian.

Fasgl 50

Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum mempunyai tugas Pengoordinasian
pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur; dokumentasi, publikasi. sosialisasi, pengelolaan
kearsipan produk hukum daerah: pengelolaan sistern informasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pelaksanaan
penyultthan hukum dan pembinaan hak asasi manusia serta
kesekretariatan Biro Hukum,
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Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pembinaan Hak Asasi
Manusia, Publikasi dan Dokumentasi Hukum

menyelenggarakan fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Hukum sesuai lingkutp tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan di bidang doknmentasi dan publikasi hukum;

e pengoordinasian, pengetikan dan penaklikan naskah
Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur;

[ pelaksanaan register Peraturan Daerah kepada
Kementerian Dalam Negeri

g. pelaksanaan penomeran, pengundangan dan autenfikasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubermur;

h. pelaksanaan dokumentasi produk hukum daerah:
i pelaksanaan pengelolaan kearsipan produk hukum daerah:

i pelaksanaan publikasi dan sostalisasi produk hukum
daerah;

k. pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukumy;

I pelak.anaan penyuluhan dan pembinaan hukumy
m. Pembinaan Hak Asasi Manusia;

n pelaksanaan pengelolaan data dan informasi produk hulum
daerah;

0 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugas dan fungsinya: dan

p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Rire.

Pasal 51

Subbaglan  Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum.

Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukurn dipimpin
oleh Kepala Subbagian.
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Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
mempunyal tugas:

a menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
EBerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Birg
Hukum sesual lingkup tugasnya;

d. melaksanakan pengoordinasian, perumisan, pemasntauan

dan evaluasi kebljakan di bidang pengundangan dan
dokumentasi hulum;

e melaksanakan penomeran, autentifikasi dan pengundangan
Peraturan Draerah dan Peraturan Gubernur;

f melaksanakan penaklikan naskah Peraturan daerah dan
Peraturan Gubernur

g. melaksanakan registrasi Peraturan Daerah kepada
Kementerian Dalam Negerd

h. melaksanakan penghimpunan dan dokumentasi produk
hukum daerah;

1 melaksanakan pengelolaan kearsipan produk hukum
daerah;

J. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Jaringan
Drokumentasi dan Informasi Hukum;

K. mengelola data dan informasi produk hukum daerah
I melaksanakan pengelolaan perpustakaan hukum;

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsl Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan

n melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 52

Subbagian Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Huknm,

Subbagian Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum dipimpin
oleh Kepala Subbagian,

Subbagian Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum mempunyai
tugas:

& Tmenyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglkuip
tugasnya;
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melaksanakan  Rencana  Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Birc
Hukum sesuai lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantanan
dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan HAM dan
publikasi hukum,;

melaksanakan publika.i dan seslalisasi produk hukum
daerah;

melaksanakan penyunluhan Hukum terpaduy;

. melaksanakan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum;

melaksanakan pembinaan kelompok Kadarkum dan Hak
Asast Marmisia

mengelola data dan informasi di bidang Publi¥~si Hukum

melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, pembinaan hak asasi manusia,
sosialisasi dan publikasi hukum

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuat lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 53

Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan Hak
Asasi Manusia, Publikasi dan Dokumentast Hukim

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Usaha mempunyal hugas:

2

meryusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar

dan prosedur Biro Kesejahteraan Sostalsesuai Iingkup
fugasnya

melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Hukum;

melaksanakan pengelolaan administrasi kenangan Birg
Hukum, meliputi penganggaran, penatausahaan, seria
pengelolaan sistem aluntansi dan Pelaporan;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro
Hukum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
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barang/aset, kehumasan, data, sistemm informasi, dan
kearsipan;

g memantau dan mengevaluast pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksapaan Anggaran Selaetariat Daerah
lingkup Bire Hukum;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Hukum;

1 mengoordinasikan penyusunan proses hisnis, standar dan
praosedur Biro Hulaum;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan Bire Hukum;

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pembinaan
Hak Asasi Manusia, Publikasi dan Dokumentasi Hukum:

m. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut  hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Aparat Pengawasan intern Pemeriutah (APIP)

n melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum sesual lingkup tugasnya; dan

0 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan.

[ S

Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Pasal 54

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui
Asisten Pemerintahan,

Biro Organisasi dan Reformas! Birckrasi dipimpin oleh Eepala
Biro

Pasal 55

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
mengoordinasikan, memmuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan kebjjakan dan
pengoordinasian  pelaksanaan  tugrs PD  dalam bidang
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan. tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja
dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Reformasi
Birokras{ menyelenggarakan fungsi:
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penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas
dan fungsinya;

. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup ftugas dan
fungsinya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, reformasi birokrasi,
akuntabilitas kinerja dan pelayahan publik;

. pemantanan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam

bidang kelembagaan, analisis fabatan, analisis beban kerja,
evaluasi  jabatan, tafalaksana, reformasi birokrasi,
alluntabilitas kinerja dan pelayanan publik;

pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
Jjabatan, tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja
dan pelayanan publik;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam bidang
kelermbagaan, analisis jabatan, tatalaksana, reformasi
birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik;

pelaksanaan kesekretariatan Bire Organisasi dan Reformasi
Birokrasi:

. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro

Organisasi dan Reformasi Birokrasi

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan

pelak anaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten
Pernerintahan.

Pasal 56

Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi BiroKrasi,
terdiri atas:

a DBagian Kelembagaan, terdiri atas:

1 Subbaglan Kelembagaan I;
2 Subbagian Kelembagaan II; dan
3. Subbagian Kelembagaan III.

b. Baglan Analisis Jabatan, terdiri atas:

1 Subbagian Analisis Jabatan I
2 Subbaglan Analisis Jabatan II; dan
3 Subbagian Analisis Jabatan II1.

¢ Bagian Tatalaksana, terdiri atas:

1 Subbagtan Sistem dan Prosedur Kerja;
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2 Subbagian Standarisasl Sarana Kerja dan Tata Ruang
Kerja; dan
3. Subbagian Tata Usaha.

{. Bagian Reformasl Birokrasi dan Pelayanan Publik, terdiri
atas:

1 Subbaglan Relormasi Birokrasi;

2 Subbagian Pelayanan Publik; dan

3. Subbagian Akuntabilitas Kinerja.
e Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Blro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi tercantum dalam Lampiran yang merpakan bagian
yang tidak terpisahkan darl Peraturan Gubernur in.

Pasal 57

Bagian Kelembagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bagian,
Pasai 58

Baglan Kelembagaan mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan  pengoordinasian  dan  perumusan  kebijakan,
penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
penylapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang
kelembagaan PD}/unit kerja PD.

Dalam  melaksanakan  tugas, Bagian Kelembagaan
menyelenggara®-n fungsi:

a penyusunan Rencana Sirategis, Rencana Kerja, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup
tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam bidang kelembagaan PD/unit kerja PD;

¢ pemantauan dan evaluasi pelake=naan kebijakan dalam
bidang kelembagaan PD/unit kerja PD;

I pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang
kelernbagaan PD/unit kerja PD;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
dalam bidang keletnbagaan PD/unit kerja PD:
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h. pelaporan dan pertanggungjawaban pei.ksanaan tugas dan
fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai

lingkup tugas dan fungsinya; dan

1 pelaksanaan tugas dan fungsi Kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 59

Subbagian Kelembagaan 1 berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Kelembagaan.

Subbagian Ketembagaan I dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Kelembagaan I mempunyai tugas:

& menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerfja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dolkumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual linglup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokras] sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebljakan
dalam bidang kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Penwakilan Rakyat Daerah, XKota Adminisirasi,
Kabupaten Adminisirasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
pengendalian Penduduk, dan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten
Adminisirasi, Dinas Pernuda dan Otahraga, Dinas Kebudayaan,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Soslal, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian
Penduduk, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

f mengoordinasikan pelaksana tugas FD dalam bidang
kelemmbagaan  Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Administrasi Kabupaten
Administrasi, Dinas Permuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian
Penduduk, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

§ mengelola data dan informasi kebljakan dalam bidang
kelermbagaan  Sekretariat Daerah,  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten
Administrasi, Dinas Pemuda dan O » Dinas Kebudayaan,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian
Penduduk, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
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h. mejaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesuai lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 60

(1) Subbagian Kelembagaan II berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

(2) Subbagtan Kelembagaan II dipimpin oleh Kepala Subbagian.
{3] Subbagian Kelembagaan 1l mempunyai tugas:

a4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategi. dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup

tugasnya,
¢ merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sestuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian
Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan
Perenicaniaan Pernbangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingloungan
Hidup, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah,
Badant Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan
Perenicanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa,
dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Dinas Bina Marga. Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan
Hidup, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota,

f mengoordinasikan pelaksana tugas PD daiam bidang
kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan
Hidup, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
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g mengelola daia dan informasi kebijakan dalam hidang
kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan
Pengernbangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satwan Polist
Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perurmnaban dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan
Hidup, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Kelembagaan;

1 mengoordinasikan penyusurnan laporan Bagian
Kelembagaan;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungst Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesuai lingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 61

Subbagian Kelembagaan III berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

Subbagian Kelembagaan Il dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbaglan Kelembagaan Il mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
ugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup

tugasnya;
¢ merumuskan proses bisnls, standar dan presedur Riro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalarn bidang kelembagaan Badan Fengelolaan Keuangan
Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset
Daerah, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas
Tenaga Kerfa, Transmigrasi, dan Energi, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertandan, Dinas

e memaniau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah,
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Badan Pembinaan Badan Usaha Milikk Daerah, Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas
Tenaga Kera, Transmigrasi, dan Energi, Dinas Penanarnan
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatil, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik, dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

I mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang
kelembagaan Badan Pengeiclaan Keuangan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah, Badan Pengeioiaan Aset Daerah, Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang

kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Asel Daerah, Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Pariwisala
dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesuai lingkup tugasnya: dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian:
Pasal 62

Bagian Analists Jabatan berkedudukan dy bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasl dan
Reformasi Birokrass.

Bagian Analisis Jabatan dipirnpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 63

Bagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melak.anakan
pengoordinasian dan perumusan kebjjakan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kehijakan dan pengoordinasian pelaksanaan
tugas PD dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja
serta evaluasi jabatan PD funit kerfa PD.
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(2} Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Jabatan
menyelenggarakan fungsi:

(1}

(2]
(3)

d

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual ingkup tugas
dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen P:laksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesual linglkup
tugasnya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan PD/unit kerja PD;

pengoordinasian dan penyusunan analisis jabalan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan dan standar
kompetensi jabatan;

pengoordinasian penyusunan formasi pegawal berdasarkan
hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi
Jabatan PD/unit kerja PD;

. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan

dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan, peta jabatan dan standar kompetensi jabatan;

Pelaporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan
Reformasi Birdkrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yaig
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 64

Subbagian Analisis Jabatan I berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatamn.

Subbagian Analists Jabatan 1 diptimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Analisis Jabatan 1 mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

melak-anakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarjat Daerah sesuai linglkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai Iingkup
tugasnya;

mengeordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta
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evaluasl jabatan PD/unit kerja PD Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian
Penduduk, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan analisis
Jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan
dan standar kompetensi jabatan Sekretarat Daerah,
Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan  Polisi
Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian
Penduduk, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f melaksanakan pengoordinasian pemyusunan  formasi
pPegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta
jabatan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial,  Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
pengendallan  Penduduk, dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

g§. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi
jabatari PD/unit kerja PD Sekretariat Daerah, Sekretarial
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polis] Pamong Praja,
Dinas Kesehatan, Dinas Sopsial  Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan pengendallan Penduduk, dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. mengelola data dan informast kebijakan dalam bidang
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluast jabatan, peta
jabatan dan standar kompetenst jabatan Sekretariat Dagerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralgyat Daerah, Inspektorat,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian
Penduduk, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i  mengoordinastkan penyusunan bahan rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Baglan Analisis Jabatan;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Analisis
Jabatar;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesuai lingkup tugasnya; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 65

Subbagian Analisis Jabatan I berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan,
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(2) Subbagian Anallsis Jabatan I dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3) Subbagian Analisis Jabatan [I mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strafegis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesual lingkup
tugasnya;

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan PD/unit kerja PD Dinas Penanggulangan
Eebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Dinas Eebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatiff Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas
Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota;

e melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan analisis
Jabatan, analisis beban kerja, evatuasi jabatan, peta jabatan
dan standar kompetensi jabatan Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas
Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota;

f melaksanakan pengoordinasian penyusunan formasi
pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta
jabatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,
Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Hebudayaan, Dinas
Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Ekonomj Kreatlf, Dinas
Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan
dan Kawasan Permmilkdman, Dinas Lingkungan Hidup, dan
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

£. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi
Jabatan PD/unit kerja PD Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisala dan Ekonomi
Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas HKetahanan Pangar,
Kelautan, dan Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber
Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,
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Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas
Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertarnanan dan Hutan Kota;

h, mengelola data dan informas: kebijakan dalam bidang
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta
jabatan dan standar kompetensi jabatan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemuda
dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendid’kan, Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Bina
Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Pertapahan, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas
Pertamanan dan Hutan Kota:

i melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

sesuati lingkup tugasnya; dan
I melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 66

(1) Subbagian Analisis Jabatan Il berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan.

(2) Subbagian Anpalisis Jabatan [l dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

(3) Subbagian Analisis Jabatan III mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup

tugasnya;

b. melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses hisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup
tugasnya;

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta
evaluasl jabatan PD/unit kefja PD Badan Kepegawaian
Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Badan Pengelolaan Kenangan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerahk, Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Eetja,
Transmigrasi, dan Energi, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
Kota Administrasi, dan Kabupaten Administrasp
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€ melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan analisis
Jabatan, analisis beban kerja, evaluasl jabatan, peta jabatan
dan standar kompetensi jabatan Badan Kepegawaian Daerah,
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Polittk, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustdan, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energl, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaman Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikass,
Informatika, dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
Kota Administrasi, dan Kabupaten Administrasi;

f melaksanakan pengoordinasian penyusunan formasi
pegawal berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta
Jabatan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Rardan Perencanaan Femb
Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah,
Badan Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pembinaan Badan
Usaha Mk Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energl, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Administrasi, dan
Kabupaten Administrasi:

g memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi
jabatan PD/unit kerja PD Badan Kepegawaian Dacrah, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan
Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pembinaan
Badan Usaha Mililk Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, HKoperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tentaga Eerja, Transmigrasi,
dan Energi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Administrasi, dan
Kahupaten Administrasi;

h. mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta
Jjabatan dan standar kompetensi jabatan Badan Kepegawaian
Dacrah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustran, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energl, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Salu Pintu, Dinas Komunikasj,
Informatika, dan Statistik, Dinas FPerpustakaan dan Kearsipan,
Kota Administrasi, dan Kabupaten Administrasi;



(1)

(2)

(1)
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1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birckrasi
sesual lingkup tugasnya; dan

] melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberlkan oleh
Kepala Bagian

Pasai 67

Bagian Tatalaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Baglan Tatalaksana dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 68

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantanan dan
evaluasi  pelaksanaan kebljakan dan  pengoordinasian
pelaksanaan fugas PD dalam bidang ketatalaksanaan PD/unit
kerja PD, antara lain sistern dan prosedur kerja, sarana kerja dan
tata ruang kerja, tata naskah dinas serta pengaturan pakaian
dinas, serta pengelolaan kesekretariatan Biro.

Dalam  melaksanakan  tugas, Bagian  Tatalaksana
menyelenggarakan fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Selaretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
Tungsinya;

C Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup
tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam bidang ketatalaksanaan PD/unit kerja PD, antara lain
sistemn dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang kerja,
tata naskah dinas;

¢ pemantauan dan evaluasi pelalisanaan kebijakan dalam
bidang ketatalaksanaan PD/unit kerJa PD, antara lain sistemn
dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang kerja, tata
naskah dinas;

f pengoordinasian pelaksanaan fugas PD dalam bidang
ketatataksanaan PD/unit kerja PD, antara lain sistern dan
prosedur kerja, sarana ketja dan tata ruang kerja, tata naskah
dinas;

§ pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
dalam bidang ketatalaksanaan PD/unit kerja PD, antara lain

sistem dan prosedur Kkerja, sarana kerja dan tata ruang kerja,
tata naskah dinas;



(1)

(2)

(3)

(1]

a4

h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan
umurm Biro Organisast dan Reformasi Birokrasi;

1 pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan  Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi:

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesnai
lingkup tugas dan fungsinya; dan

k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain vang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 69

Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana,

Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual Hnghkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya

d mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang sistem dan prosedur kerja, antara lain proses
bisnis, standar operasional prosedur, dan tata naskah dinas;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang sistern dan prosedur kerja, antara lain proses bisnis,
standar operasional prosedur, dan tata naskah dinas;

[ mengoordinasika 1 pelaksana tugas PD dalam bidang sistern
dan prosedur kerja, antara lain proses bisnis, standar
operasional prosedur, dan tata naskah dinas;

& mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang sistern
dan prosedur Kerja, antara lain proses bisnis, standar
operasional prosedur, dan tata naskah dinas:

h. metaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesuai lingkup tugasnya; dan

1 melaksana¥-n tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Bagian,
Pasal 70

Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerja
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Tatalaksana.
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(2] Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerla
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3}

(1)

(2)
(3)

Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerja
mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekrefariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesnai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang standarisasi sarana kerja dan tata ruang kerja,
antara lain penataan ruang kantor, pakaian dinas dan
atributnya, dil:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebija%-n dalam
bidang standarisasi sarana kerja dan tata ruang keria,

antara lain penataan ruang kantor, pakaian dinas dan
atribuinya, dil;
mengeordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang

standarisasi sarana kerja dan tata ruang kerja, antara lain
penataan ruang kantor, pakaian dinas dan atributnya, 1,

mengelola data dan informasi kebijjakan dalam bidang
standarisasi sarana kerja dan tata ruang kerja, antara lain
penataan ruang kantor, pakalan dinas dan atribumya, dll;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesual linglkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan.

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian,

Subbagian Tata Usaha mempurnyat tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencara
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuaj Ingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana Strategis  dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Bire Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesual lingkup tugasnya



(1)

{2}

(1
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d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawalan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

e melaksanakan pengelolaan administrasi kenangan Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrast meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan;

f melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi, meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem
informasi dan kearsipan;

g memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretardat Daerah
lingkup Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana KerJa dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi:

1 mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

J. mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro Organisast
dan Reformasi Birokrast;

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategls dan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Tatalaksana;

1 mengoordinasikan peEnyusunan laporan Bagian
Tatalaksana;

m. mengoordinasikan  penyelesaian  tindak lartjut  hasil
pemeriksaan/pengawasan  Badan  Pemeriksa Keuangarn
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP)

h melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesual lingkup tugasnya; dan

o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepaia Bagian,

Dgsal 72

Baglan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan  Publik
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bire Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik  dipimpin
oleh Kepaia Bagian.

Pasal 73

Bagian Reformasi Birckrasi dan Pelayanan Publik mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian dan perunmisan kebijakan,
pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakann dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang reformasi
birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Refermasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(3)

a

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerla, Rencana
Eer]a dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretatiat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birckrasi sesual lingkup
tugasnya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebljakan
dalam bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan
akuntabilitas kinetja;

pemaniauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas
kinerja;

pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang
reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas
kinerja;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
dalam bidang reformasi birokrasl, pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja;

. pelaporan dan pertanggungjawaban Pelak. anaan tugas dan

fungsi Biro Organisa:i dan Reformasi Birokrasi sesuai
Iingkup tugas dan fungsinya;: dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 74

Subbagian Reformasi Birokrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik.

Subbagian Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala
Subbagian,

Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

2

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis., standar dan Prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam bidang reformasi birokrasi:
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(2)
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58

e melaksanakan pengoordinaslan dan penyusunan roadmap
reformasi birokrasl;

[ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
bidang reformasi birokrasi;

g mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang
reformasi birckrasi;

k. mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang
reformasi birokrasi;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsl Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

sesual lingkup tugasnya; dan

] melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Baglan.
Pasal 75

Subbagian Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasl Birokrasi
dan Pelayanan Publik.

Subbagian Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksana¥~n  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai linglaup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro
Organtsasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam hidang pelayanan publik, antara lain standar pelayanan,
penilaian pelayanan publik, ingvasi pelayanan pubilik, dtl:

¢ mengeordinasikan pelaksang tugas PD dalam bidang
pelayanan puhlik, antara lain standar pelayanan, penilaian
pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, dil:

I mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang
pelayanan publik, artara lain standar pelayanan, penflaian
pelayanan publik, inovasi pelayanan pubillk, dil;

§ melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformas] Birokrasi
sesuai lingkup tugasnya: dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan aleh
Kepala Baglan.

Pasal 76

Subbagian Akuntabilitas Kinerja berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birckrasi
dan Pelayanan Publik,
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Subbagian Akuntabilitas Kinerja  dipimpin ocleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarfat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

¢ merumusken proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya

d. mengoerdinasikan, merumusken dan menyusun kebijakan
dalam bidang akuntabilitas kinerja;

e melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

f mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang
akuntabilitas kinezja;

g mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang
akuntabilitas kinerja;

. melaksanakan pengoordinasiant, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi survey kepuasan masyarakat;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
sesual linglup tugasnya; dan

J melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian.
Bagian Kelitna
Biro Kepala Daerah
Pasal 77
Biro Kepala Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung

Jjawab ke Sekoetaris Daerah melah1i Asisten Pemerintahan.

Birc Kepaia Daerah dipimpin oleh Kepala Biro
Pasal 78

Biro Kepala Daerah mempunyai  tufas  melaksanakan
administrasi, keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu

Dalam  melaksanakan tugas, Birec Kepala Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;
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b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Ingkup tugas dan
fungsinya;

¢ pengoordinasian, perurmusan dan penyusunan kebijakan
pelaksanaan adminisirasi, keprotokolan, persidangan dan
pelayanan tarnu Gubernur dan Wakil Gubernur:

d. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
admintstrasi, keprotokolan, persidangan dan pelayanan tamu
Gubermnur dan Wakil Gubernur;

¢ pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
ketatausahaan Pemerintah Daerali;

f pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaiuasi
pengetikan dan penaklikan naskah dinas;

g. penyelenggaraan upacara peringatan hari-hari besar
nasional serta keagamaan di daerah;

h. penyiapan kebutuhban logistik kantor Gubernur dan Wakil
Gubernur;

i fasilitasl pemmberian dukungan konsumsi kepada PD/Unit
Kerja PD dalam pelaksanaan acara Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur;

pelaksanaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah;

k. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kepala
Daerah;

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Kepala Daerah; dan

L

m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Plmpinan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 79
(1} Susunan Organisasi Biro Kepala Daerah, terdiri atas:

a Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri atas:
1 Subbagian Administrasi Gubermnur:
2 Subbagian Administrasi Walkdl Gubernur: dan
3. Subbagian Pelayanan Tamu.
b. Bagian Protokol, terdirt atas:
1 Subbagian Protokol I;
2 Subbagian Protokol II: dan
3. Subbagian Protoko] 111.
c Bagian Persidangan, terdiri atas:
I Subbagian Persidangan [;
2 Subbagian Persidangan I1; dan
3d Subbagian Jamuan Acara.
d. Bagian Naskah Dinas, terdiri atas:
1 Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
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2. Subbaglan Pengetikan dan Penakiikan; dan
3. Subbagian Tata Usaha.
€ Kelompok Jabatan Fungsional.

[2) Bagan struktur organisasi Biro Kepala Daerah tercantum dalam

(1)

(2)

(1)

(2]

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
Peraturan Gubernur int,

Pasaj 80

Baglan Administrasi Kepala Daerah berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bire Kepala Daerah,

Bagian Administrasi Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala
Bagian,

Pasal 81

Baglan Administrasi Kepala Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dan
pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan tamu Pemmerintah
Daerah.

Dalam melaksanakan fugas, Baglan Administrasi Kepala
Daerah menyelenggarakan fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup fugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kepala
Daerah sesuai lingkup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebfjakan
dalam pelaksanaan administrasi Gubernur dan  Wakil
Gubernur, dan Pelayanan Tamu Pernerintah Daerah:

e pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi Gubernur
dan Wakil Gubernur, persuratan, naskah dinas elekironik
dan perbal naskah dinas;

f pengoordinasian dan fasil'tasi pelaksanaan kebijakan
terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan
pemberhentian Gubemur dan Wakil Gubernur:

£. penylapan kelengkapan dan fasilitas kerja Gubernur dan
Waldl Gubernur;

h. pengoordinasian dan pelakisanaan pengelolaan Keuangan
Gubernur dan Wakil Gubernur;

1 pengoordinasian, fasilitasi penyelenggaraan, pemantauan
dan evaluzasi pelayanan tamu Pemerintah Daerah;
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pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 82

Subbagian Administrasi Gubernur berkeduduken di bawah
dan hertanggung fawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Kepala Daerah.

Subbagian Administrasi Gubernur  dipimpin oieh Kepala
Subbagian,

Subbagian Administrasi Gubernur mempunyai tugas:

d

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dar Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam pelaksanaan administrasi Gubernur:

melaksanakan  pengoordinasian dan pel_ksanaan
administrasi persuratan, naskah dinas eleltronik dan
perbal naskah dinas Gubernur:

melak. anakan  pengoordinasian  dan pelaksanaan
penjadwalan kegiatan/acara Gubernur;

melaksanakan pengoordinasian, penyiapan, pengaturan
dan penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi
Gubernur;

melaksana¥-n pengoordinasian dan pengelolaan dokumen
dan arstp khusus Gubemur;

melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rumah
tangga Gubernur;

melaksanakan penyiapan kelengkapan dan fasilitas Kerja
Gubernur;

melaksanakan pengoordinasian dan Pelaksanaan
pengelolaan keuangan Gubernur:

melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan
dan pemberhentian Gubernur:

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.
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Pasal 83

(1) Subbagian Administrasi Wakil Gubemur berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Kepala Daerah.

(2) Subbagian Administrasi Wakil Gutbernur dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

(3) Subbagian Administrasi Wakil Githernur mempunyai tugas:

a4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesttai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daeralh sesuai linglcup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya

d mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam pelaksanaan administrasi Wakil Gubernur:

e melak-anakan  pengoordinasian  dan pelaksanaan
administrasi persuratan, naskzh dinas elektronik dan
perbal naskah dinas;

f melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan
penjadwaian kegiatan/acara Waldl Gubernur

g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan, pengaturan
dan penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi
Wakil Gubernur;

h. melaksanakan pengoerdinasian dan pengelolaan dokumen
dan arsip khusus Wakil Gubernur;

1 melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rumah
tangga Wakil Gubernur;

] melaksanakan penyiapan kelengkapan dan fasilitas kerja
Wakil Gubernur;

k. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan
pengelolaan keuangan Walkil Gubernur:

! melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
kebifakan terkatt administrasi, pencalonan, pengangkatan
dan pemberhentian Wakil Gubernur:

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Administrasi Kepala Daerah;

n mengeordinasikan pernyusunarn laporan Bagian
Administrasi Kepala Daerah

¢ melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai linglkup
tugasnya; dan

p- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)

64

Pasai 84

Subbagian Pelayanan Tamu berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kepala
Daerah.

Subbagian Pelayanan Tamu dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Pelayanan Tamu mempunyai tugas;

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Keria, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daeralt sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kepaia Daerah sesuai lingkup tugasnya;

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kKebijakan
dalam pelaksanaan pelayanan tamu Pemerintah Daerah:

e melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi penyelenggaraan,
pemantauan dan evaluasi pelayanan tamu Pemerintah
Iaerah;

f m:laksanakan pengoordinasian dan penyiapan penerimaan
tamu Pemerintah Daerah;

menylapkan jadwal kunjungan tamu Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan penyusunan tanggapan/jawaban atas
pertanyaan tertulis dart tamu Pemerintah Daerah;

1 menyiapkan souvenir dan/atau cinderamata Pemerintah
Daerah;

] mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Administrasi Kepala Daerah:

k. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Administrasi
Kepala Daerah;

1 melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

o=

Pasal 85

Bagian Protokol berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah.

Bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian,
Pasal 86

Bagian Protokol mempunyai tugas  elslesanakan
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantavnan dan  evaluasi
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keprotokolan dan acara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Deputi Gubernur,

Dalam mela=-nakan tugas, Bagian Protokel menyelenggarakan
fungsi;

a

Penyusunan Rencana Sirategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Diaerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kepala
Daerah sesuai linglup tugasnya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalamn  pelaksanaan Keprotokelan Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur:

pengoordinasian, penyiapan, penvelenggaraan, pemantauarn
dan evaluasi keprotokolan Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur:

pelaksanaan keglatan survey dan gladi teknis pelaksanaan
acara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan
Depuati Gubernazr;

penyelenggaraan upacara peringatan har-hari besar
nasional serta keagamaan di daerah:

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungst Biro Kepala Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsl kedinasan lain yang
diberikan cleh Kepala Biro.

Pasal 87

Subbagian Protokol 1 berkedudukan di bawah dan hertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Protoko].

Subbagian Protokol I dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Protokol I mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
melaksanakan  Rencana Strategis dan Dokumen
Pelak._anaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

mernuskan proses bismis, standar dan prosedur Biro
Kepala Daerah sesuai linglup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
keprotokolan bldang pemerintahan yang dilaksanalkan aleh
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubermarr;
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melaksanakan pengoordinasian, persiapan, pelaksanaan,
pemantauan  dan  evaluasi  Keprotokolan  bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur:

melaksanakan kegiatan survei dan gladi teknis pelaksanaan
acara bidang pemerintahan yang dliaksanakan oleh
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur;

melaksanakan penyelenggaraan upacara peringatan hard-
hari besar nasional serta keagamaan di daerah
melaksanakan penylapan dan pendistribusian undangan
acara bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Guberntur, Wakit Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur;

mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan
penggunaan ruangan/tempat acara bidang pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretarls Daerah dan Deputi Gubernur:

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuzi lingkup
tugasnya;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 88

Subbagian Protokel II berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol.

Subbagian Protokol Il dipimpin oleh Kepala Subbagian,

Subbagian Protokol Il mempunyai tugas:

da

menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariar Daerah sesuai Iingkup
tugasiya;

melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Bire
Kepala Daerah sesual ingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kKebijakan
keprotokolan  bidang  kesejahteraan rakyat  yang
dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Deputi Gubernur:

melaksanakan pengoordinasian, persiapan, pelaksanaan,
Pemantavan dan  evaluasi keprotokolan bidang
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretarls Daerah dan Deputt Gubersur:

melaksanakan kegiatan survei dan gladi teknis pelaksanaan
dcara bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan cleh
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Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur;

melaksanakan penyiapan dan pendistribusian undangan
acara bidang kesejahteraan rakyat vang dilaksanakan oleh
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur;

mengoordinasikan dan melaksanakan penylapan
penggunaan ruangan/tempat acara bidang kesejahteraan
rakyat yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur:

melaporkan dan memperianggunglawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepaia Bagian

Pasal 89

Subbagian Protokol III berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol.

Subbagian Protokeol Il dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Protokol Il mempunyal tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkap

tugasnya;
melaksanakan  Rencana Strategi. dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglkup
tugasnya;

merumiskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro
Kepaia Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merunmskan dan menyusun Kebijakan
keprotokolan bidang Perekonoimian, keuangan,
pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan
oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan
Deputi Gubernur;

melaksanakan pengoordinasian, persiapazn. pelaksanaan,
pemantauan  dan  evaluasl  keprotokolan bidang
perekonomian, kevangan, pembangunan dan lngkungan
hidup yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur:

melaksanakan kegiatan survel dan gladi teknis pelaksanaan
acara bidang perekonomian, keuangan, pembangunan dan
lingkungan hidup yang dilaksanakan okh Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Dreputi Gubernur;

melaksanakan penyiapan dan pendistribusian undangan
acara bidang perekonomian, keuangan, pembangunan dan
lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur:
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h. mengoordinasikan dan  melaksanakan penylapan
penggunaan ruangan/ternpat acara bidang perekonomian,
keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup yang
dilaksanakan cleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Deputi Gubernur:

1 mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup

Bagian Protokol;
mengoeordinasikan penyusunan laporan Bagian Protokol;
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Rl

Pasal 90

Bagian Persidangan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah,

Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 91

Bagian Persidangan mempunyal tugas melaksanakan
pengoordinasian, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan/atau Wakil
Gubernur; pengoordinasian dan penyusunan naskah
sambutan /pidato fertulis dan/atau yang dibacakan oleh
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta pengoordinasian
penyiapan dan pelaksanaan jamuan Gubernur dan /atau Walkil
Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Persidangar menyelenggarakan
fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokurmen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan

fungsinya;
C perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kepala
Daerah sesual lingkup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam pelaksanaan rapat yang dipimpin cleh Gubernur dan
Wakil Gubermur, naskah sambutan/pidate  tertulis
dan/atau yang dibacakan oleh Gubernur dan Wakil
Gubernur, dan Sekretaris Daerah, dan penyelenggaraan
Jamuan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah:

¢ pengoordinasian, penyiapan, penyelenggaraan, pemantauan
dan evaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan Waikil



(1)

(2)
(3)

69

Gubernur serta jamuan Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;

I pengoordinasian kebutuhan logistik kantor Gubernur dan
Wakil Guberpur,

g. pengoordinasian fasilitasi pemberian dukungan konsumsi
kepada PD, masyarakat dan instansi lainnya berdasarkan
persetujuan  Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris

Daerah;

h. penyusunan dan pendistribusian notulensl rapat yang
dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;

i pemantauan, evaluasl dan pelaporan tindak lanjut arahan
pada rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan Walkil
Gubernur;

pengoordinasian dan penyusunan naskah
sambutan/pidato tertulis dan/atan yang dibacakan oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur:

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
lungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

1 pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 92

Subbagian Persidangan 1 berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada, Kepala Bagian Persidangan,

Subbagian Persidangan I dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Persidangan 1 mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Sirategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Iingkup
tugasnya;

b. melaksanakan  Rencana Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya:

C merumuaskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kepala Daerzh sesual lingkup tugasnya

d mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam  pelaksanaan  rapat bidang  pemerintahan,
perekonomian dan keuangan yang dipimpin oleh Gubernur
dan Wakil Gubernur;

€ melaksanakan pengoordinasian, penyiapan,
penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi rapat bidang
pemerintahan, perekonomian dan keuangan yang dipimpin
oleh Gubermur dan Wakil Gubernur;

[ melaksanakan penyusunan dan pendistribusian notulensi
rapat bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan
yang dipimpin oleh Gubemur dan Wakil Gubernur;
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melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak
lanjut arahan pada rapat bidang pemerintahan,
perekonomian dan keuangan yang dipimpin oleh Gubernur
dan Wakil Gubernur:

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan naskah
sambutan/pidate tertulis dan/atau bidang pemerintahan,
perekonomian dan keuangan yang dibacakan oleh
Gubernur dan Walkil Gubernur;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 93

Subbagian Persidangan T berkedudukan di hawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan,

Subhagian Persidangan 11 diptmpin oleh Kepala Subbagian.

Subbaglan Persidangan II mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
melaksapakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses hisnis, standar dan presedur Biro
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya;

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun Kebijakan
dalam pelaksanaan rapat bidang kesejahteraan rakyat,
pembangunan dan lingkungan hidup yang dipimpin oleh
Gubernur dan Wakit Gubernur;

melaksanalkan pengoordinasian, penyiapan,
penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi rapat bidang
kesejahteraan rakyat, pembangunan dan lingkungan hidup
yang dipimpin oleh Gubernur dan Walkil Gubernur;

melaksanakan penyusunan dan pendistribusian notulensi
rapat bidang Xkesejahteraan rakyat, pembangunan dan
Inglungan hidup yang dipimpin cleh Gubernur dan Wakdl
Gubernur;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak
lanjut arahan pada rapat bidang kesejahteraan rakyat,
pembangunan dan linglungan hidup yang dipimpin oleh
Gubernur dan Wakdl Gubernur:

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan naskah
sambutan/pidato tertulls dan/atau bidang kesejahiteraan

ralgyat, pembangunan dan Ingkungan hidup yang
dibacakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernr
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1 mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah linglup

Bagian Persidangan;

] mengeordinasikan peryusunan laporan Bagian
Persidangan;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh
Kepala Bagian.

Pasal 94

Subbaglan Jamuan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.

Subbagian Jamuan dipimpin oleh Kepala Subbagian.,
Subbagian Jamuan mempunyai tugas:

a menyusun Rencapna Strategis, Rencana Kerfa, Rencana
Kerja dan Anggaran Seckretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai hngkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinastkan, merumuskan dan menyusun kebijakan
dalam pelaksanaan jamuan Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerat;

¢ melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasl jamuan Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;

f melaksanakan kebutuhan logistik kantor Gubernur dan
Waldl Gubernur;

g. memfasilitasi pemberan dukungan konsumsi kepada PD,
masyarakat dan instansi lainnya berdasarkan persetujuan
Gubernur, Walil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencang strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerak lingkup
Bagian Persidangan;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Persidangan

] melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepaia Bagian.
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Pasal 95

Bagian Naskah Dinas berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Birc Kepala Daerah.

Bagian Naskah Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 96

Baglan Naskah Dinas mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan  evaluasi
prlaksanaan pengetikan, penaklikan, penomoran dan kearsipan
naskah dinas Gubermur, meliputi Keputusan Gubermnur, Instruksi
Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Gubernur dan
pengelolaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Naskah Dinas
menyelenggarakan fungsi:

& penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual ingkup tugas

dan fungsinya;
b. pelaksanaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan

fungsinya;

C perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Bire Kepala
Daerah sesuai lingkup hugasnya;

d. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantanan dan evaluasi
pengetikan dan penaklikan perbal naskah dinas yang akan
ditandatangani oleh Gubernur, meliputi  Keputusan
Gubernur, nstruksi Gubemur, Surat Edaran Gubernur, Surat
Gubernur;

¢ pelaksanaan penomoran, penggandaan dan Penstempelan
naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Gubernur,
meliputi Keputusan Gubernur, instruksi Gubernr, Surat
Edaran Gubernur, Surat Gubernur:

f pelaksanaan pengelolaan kearsipan naskah dinas yang
telah ditandatangant oleh Gubernur:

g Ppelaksanaan pengelolaan surat masuk Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diterima melatni pos;

h. pengelolaan administras{ keuangan, kepegawalan dan
umum Bire Kepala Daerah:

1 pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Birc Kepala
Daerah;

j pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Kepala Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya; dan

K. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Birg.
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Pasal 97

Subbagian Persuratan dan Kearsipan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas,

Subbagian Persuratan dan Kearsipan dipimpin cleh Kepala
Subbagian,

Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana EKerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Eepala Daerah sesuai lingkup tugasnya;

d. melaksanakan pencmoran, penggandaan dan penstempelan

naskah dinas Gubemur, melipui Keputusan Gubernur,
Instruksi Gubemur, Surat Edaran Gubernur, Surat Gubernur;

¢ melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas
Gubemur,

f melaksanakan pengelolaan surat masuk Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diterima
melalui pos;

g melaksanakan pengelolaan surat masuk Gubernur (e-
office); dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 08

Subbagtan Pengetikan dan Penaklikan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jaewab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas.

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana

Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencapa Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya:

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro

Kepala Daerah sesual lingkup {ugasnya;
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d. melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi pengetikan dan penaklikan perbal naskah dinas
Gubernur, meliputi Keputusan Gubernur, Instrukst Gubernusr,
Surat Edaran Gubernur, Surat Gubermnu;

e melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

f melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 99

Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuail lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategils dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

¢ melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Biro Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya

d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Kepala Daerah:

€ melaksanakan pengelolasn administrasi keuangan Biro
Eepala Daerah, meliputl penganggaran, penatausahaan,
serta pengelolaan sistem alkuntansi dan pelaporan;

f melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro Kepala
Daerah, meliputi ketatausahaan, Kerumahtanggaan,
barang/aset, kehumasan, data, sistern Informasi dan
kearsipan;

B. memaniau dan mengevaiuasi pelaksanaan program Kerja
dan Dokumen Pel ksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
lingkup Biro Kepala Daerah;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Stratedis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Kepala Daerah:

1 mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Bire Kepala Daerah:

J mengoerdinasikan penyusunan pelaporan Biro Kepaia
Daerah;

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Baglan Naskah Dinas Pimpinan:

1 mengoordinastsan penyusunan laporann Bagian Naskah
Dinas Pimpinan:
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m. mengoeordinasikan penyelesaian tindak Ianjut hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPE} dan Aparat Pengawasan Infern Pemerintah (APIP):

n melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Kepala Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

0o melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Bagian Keenam
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Pasal 100

Biro Umun dan Administrasi Sekretariat Daerah berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab ke Sekretarls Daerah melalui
Asisten Pemerintahan.

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh
Kepala Biro

Pasal 101

Bire Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah mempurnyai
tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan
pengamanan dalam komplekis gedung balaikota dan rumah dinas
pimpinan, pelayanan kompleks gedung balatkota, petlengkapan
dan sarana acara, administrasi Sekretaris Daerah, Deputi
Gubermar dan ketatausahaan Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan rumah tangga kompleks gedung balaikota dan
rumah dinas pimpimar;

d pengoordinasian, pelaksanaan, pemantavan dan evaluasi
pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung balaikota
dan rumah dinas pimpinan;

e pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pelayanan penggunaan kompleks gedung balaikota;

f pengoordinasian, penylapan, Pemantauan dan evaluasi

perlengkapan dan sarana acara;

£- pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluas]
pengelolaan administrast Sekretaris Daerah  dan Deputi
Gubernur;
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h. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
ketatausahaan ketatausahaan Sekretariat Daerah:

1 pelaksanaan ketatausahaan Bire Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah;

1 perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Bire Umum
dan Administrasi Sekretariat Daerah;

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

I pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur, Sekretarls Daerah dan/atan Asisten
Pemerintaharn.

Pasal 102

Susunan Organisasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah, terdiri atas:

a Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
1 Subbagian Bangunan Gedung;
2. Subbagian Jaringan Listrik; dan
3. Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi

b. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan, terdiri
atas:

1 Subbagian Pengamanan Dalam;
2. Bubbagian Pelayanan Balaikota: dan
3. Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan.

¢ Baglan Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur, terdiri atas:

1 Subbaglan Administrasi Sekretaris Daerah;
2 Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten: dan

3. Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah.

d. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah,
terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Anggaran;
2 Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset,
€ Kelompok Jabatan Fungstonal.
Bagan struktur organisasi Bire Umum dan Administrasi

Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernvr ini,

Pasal 103
Baglan Rumah Tangga berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah.
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Bagian Rumah Tangga dipirnpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 104

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan  evaluasi
pengelolaan rumah tangga kompleks gedung Balaikota dan rumah

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rumah Tangga
menyelenggarakan fungsi:

a2 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual linglup tugas dan
ungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Umum
dan  Administrasi Sekretariat Daerah sesnai lingkup
tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
pengelolaan rumah tangga kompleks gedung Balaikota dan
rumah dinas pimpinan;

e pengoordinasian, peTencanaar, pelaksanaan,
pemellharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan sipil, arsitektur, jaringan listrik, Jaringan air
dan telekomunikas!t kompleks gedung Balatkota dan mimah
dinas pimpinan;

f pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan,
perawatan, pemantauan dan evaiuasi kebersihan,
kerapihan dan keindahan kompleks gedung Balaikota dan
rurmah dinas pimpinan;

g pengoordinasian perneltharaan, perawatan dan pemantauan
kebersihan, kerapihan dan keindahan taman di lingkungan
komplek. gedung Balalkota dan rumah dinas pimpinan:

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas dan
fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

I pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 105

Subbagian Bangunan Gedung berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawah kepada Kepala Baglan Rumah Tangga.

Subbagian Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Bangunan Gedung mempunyai tugas:



(1)

(2)
(3]

78

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
melaksanakan Rencana — Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
ugasnya;

merumuskan preses bisnis, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan pengoordinasian, perencanaar,
pelaksanaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan
evaluast sipil, arsitektur, kebersihan, kerapihan dan
keindahan kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas
pimpinan;

mengoordinasikan pemeliharaan, perawatan dan
pemantauan kebersihan, kerapihan dan keindahan taman
di lingkungan kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas
pimpinan;

mengoordinasikan penyunsunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Rumah Tangga;

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Rumah
Tangga;

melaporkan dan mermnpertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Eepala Bagian.

Pasal 106

Subbagian Jaringan Listrik berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga,

Subbagian Jaringan Listrik dipimpin oleh Kepala Subbagian,

Subbagian Jaringan Listrik mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Iingkup
tugasnya;

melaksana~n  Rencana  Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan,
pemeltharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi
jaringan listrik kompleks gedung Balaikota dan rumak dinas
pimpinan (meliputi instalasi lstrik lengkap dengan
armature lampu, AC, lift, genset dan lain lain);
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e melaksanakan pelayanan penggunaan jaringan listrik di
kompleks gedung Balaikota (meliputi instalasi listrik
lengkap dengan armature lampu AC, lift, genset dan lain
lain);

f melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesual lingkup tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 107

Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi berkedudukan i
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah
Tangga.

Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbaglan Jarngan Awr dan Telekomunikasi mempunyai
tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerfa dan Anggaran Sekretariai Daerah sesuai lingkup
Lugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Ingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

d. melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan,
pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi
Jaringan air dan telekomuntkasi di kompleks gedung
Balaikota dan rumah dinas pimpinan (meliputi instalasi
plumbing, instalasi hydrant, Instalasi Pengelolaan Air
Limbah, jaringan telepon, CCTV dan lain lain);

e melaksanakan pelayanan penggunaan jaringan air dan
telekomunikasi di kompleks gedung Balaikota dan rumah
dinas pimpinan [(meliputi instalasi plumbing, instalasi
hydrant, Instalasi Pengelolaan Air Limbah, jaringan telepen,
CCTV dan lain lain)-

I' melaporkan dan mempertanggungjawabkar pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrast Sekretariat
Daerah sesuai lingkup tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan cleh
Kepala Bagian,
Pasal 108

Bagian  Pengamanan, Pelayanan  dan Perlengkapan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.
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Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan dipimpin
oleh Kepala Bagian.

Pasal 109

Baglan Pengamanan Pelayanan dan Perlengkapan mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantavan dan evaluasi  pengelolaan pengamanan dalam
kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan,
pelayanan penggunaan kompleks gedung Balaikota dan
pengelolaan perlengkapan dan sarana acara ceremonial.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengamanan, Pelayanan
dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Sirategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup tugas dan
fungsinya;

C perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Umum
dan Administrasi Sekretariat Daerah sesual linglup
tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
pengelolaan pengamanan dalam kompieks gedung Balaikota
dan rumah dinas pimpinan, pelayanan penggunaan kompleks
gedung Balaikota dan pengelolaan perlengkapan dan sarana
acara ceremonial pimpinar;

e pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung Balaikota
dan rumah dinas pimpinan;

f pengoordinasian, pel ksanaan, pemantauan dan evaluasi
pelayanan penggunaan kompleks gedung Balalkota;

g. pengpordinasian, pelaksanaan, pemantanan dan evaluasi
pengelolaan perlengkapan dan sarana acara ceremomnial

pimpinan;

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bire Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
sesual lingkup tugas dan fungsinya: dan

i pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 110

Subbagian Pengamanan Dalam berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengamanan,
Pelayanan dan Perlengkapan.

Subbagian Pengamanan Dalam dipimpin oleh Kepala

Subbagian,

Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas:
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menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesual Ingkup
tugasnya

mielaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi pengelolaan pengamanan dalam kompleks
gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan;

melaksanakan peningkatan kualitas dan kinerja petugas
pengamanan dalam kompleks gedung Balaikota dan rumah
dinas pimpinan;

mengeordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan;
mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian
Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai linglup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepaia Baglan.

Pasal 111

Subbagian Pelayanan Balaikota berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengamanan,
Pelayanan dan Perlengkapan.

Subbagian Pelayanan Balaikota  dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Pelayanan Balaikota menpunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

. melaksanakan  Rencana  Strategls dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuaj linglcup
tugasnya;
merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretartat Daerah sesuaj lingkup
fugasnya
melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi pelayanan penggunaan kompleks gedung
Balatkota dan rumah dinas pimpinan;
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e melaksanakan pengoordinasian, penjadwalan, penyiapan
prasarana dan sarana pendukung dalam pelaksanaan
pelayanan penggunaan kompleks gedung Balaikota dan rumah
dinas pimpinan;

[ melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanazan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Adminisirasi Sekretariat
Daerah sesuai lingkup tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 112

Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Baglan Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan.

Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan
mernpunyal tugas:

& menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerfa, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokurmen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

C merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

d. melaksanakan pengeordinasian, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluesi pelayanan perlengkapan dan sarana acara
seremonial pimpinan;

e melaksanakan pengoordinasian, penjadwalan dan penylapan
penggunaan perlengkapan dan Sarana acara seremontal
pimpinan;

f melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan
dan sarana acara seremonial pimpinan;

g melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umnmum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuat lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 113

Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
dipimpin oleh Kepala Bagian.
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Pasal 114

Baglan Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
mempurnyai tugas melaksanakan pengelolaan admigistrasi
Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris

Daerah dan Asisten Deputi Gubemur; pengeloiaan
administrasi umum Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah; dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Sekretaris
Daerah dan Deputi Gubernur menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Umum
dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

d pengoordinasian dan pengelolaan administrasi Sekretaris
Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretarls Daerah dan
Agisten Deputi Gubernur

e pengoordinasian dan pengelolaan administrasi twmum Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;

f. pengoordinasian dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat
Daerah

g pelaporan dan pertanggungjawabar pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
sesuai lingkup tugas dan fungsinya: dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasann lain yang
diberlkan oleh Kepala Biro.

Pasal 115

Subbagian Administrasi Sekretarls Daerah berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

Subbaglan Administrasi Sekretaris Daerah dipimpin oleh
Kepala Subbagiar.

Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencara  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
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¢ merurnuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
fugasnya

d. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan
adminisirasi persuratan dan perbal Sekretaris Daerah;

e melaksanakan pengeordinasian dan pengelolaan
penjadwalan keglatan/acara Sekretaris Daerah;

f melaksanakan pengoordinasian dan pengelelaan ajudan,
pengawal pribadi dan pengemudi Sekretaris Daerah;

g. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan dokumen
damn arsip Sekretaris Daerah:

h. melaksarakan pengoordinasian dan pengelolaan
kerurnahtanggaan Sekretaris Daerah, berikut kelengkapan
dan fasilitas kerja;

1 melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rapat yang
dipimpin cleh Sekretaris Daerah;

] melaksanakan pengeordinasiann dan penyiapan naskah
sambutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacakan oleh
Sekretaris Daeraly;

k. melaksanakan pengetikan, penaklikan, penomoran,
penggandaan, pensternpelan dan pendistribusian naskah
dinas Sekretaris Daerah (antara lain KEeputusan, Instruksi,
Surat Edaran dan Surat)

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai ingkup tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Paszal 116

Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Baglan Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

Subbaglan Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Administrast Deputi Gubernur dan Asisten
mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro

Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya
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d. melaksanakan pengoordinasian dan Pengelolaan
administrasi administrasi persuratan dan perbal Deputi
Gubernur, Asisten Deputi Gubernur dan Asisten Sekretarls

Daerah;

e melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan
administrasi penjadwalan kegiatan/acara Deputi Gubernur,
Asisten Deputl Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah;

f. melaksanakan  pengoordinasian dan  pengelolaan
administrasi ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi
Deputi Gubernur, Asisten Deputi Gubernur dan Asisten
Sekretaris Daerah;

g melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan
administrasi dokumen dan arsip khusus Deputi Gubernur,
Asisten Deputl Gubernur dan Asi-ten Sekretaris Daerah:

h. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan
kerumahtanggaan Deputi Gubernur, Asisten Deputi
Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah berikut
kelengkapan dan fasilitas kerja;

i melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rapat yang
dipimpin oleh Deputi Gubernur, Asisten Deputi Gubemur
dan Asisten Sekretaris Daerah;

] melaksanakan pengoordinasian dan penyiapan
sambutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacakan oleh
Deputi Gubernur, Asisten Deputi Gubernur dan Asisten
Sekretaris Daerah;

k. mengpordinastkan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Ingkup
Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubermur;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian
Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubemur;

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pPelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesual lingkup tugasnya; dan

n melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh:
Kepala Bagian,

Pasal 117

Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaijan Sekretariat
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan
Deputi Gubernur,

Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah dipimpin cich Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah mempunyal tugas:
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menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Eerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;

. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesual lingkup tugasnya

- melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Umum dan Adminisirasi Sekretariat
Daerah;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Bire Umum
dan  Administrasi  Sekretariat  Daerah, meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang/aset,
kehumasan, data, sistem informasi dan kearsipan;

- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah
lingkup Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah:

- mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerais;

mengoordinasi~n penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Biro Umum dan Administrasi Selaetariat Daerah;

melaksanakan pengoordinasiag, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi administrasi dan pembinaan kepegawaian
Sekretariat Daerah;

. melaksanakan  keglatan penghimpunan, pengolahan,
Penyajian dan pemeliharaan data, informasi dan dokumen
kepegawatan Sekretariat Daerah termasuk Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai
Sekretariat Daerah;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah:

- mengoordinasikan penyelesalan  tndak lanjut hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Aparat Pengawasan intern Pemerintah (AFIP)
ingkup Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksamnaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai lingkup tugasnya: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian
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Pasal 118

Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bire Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

Bagian Program, EKeuangan dan Aset Sekretariat Daerah
dipimpin oleh Kepala Baglan.

Pasal 119

Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretarat Daerah
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
program dan anggaran, kewangan dan asset Sekretariat
Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program, Keuangan dan
Aset Sekretarlat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

C perumusan preses bisnis, standar dan prosedur Bire Urnum
dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

d. pengoordinasian, pelalksanaan, pemantauan dan evaluasi
administras] program dan anggaran Sekretariat Daerah:

¢ pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
administrasi keuangan Sekretariat Daerah;

f pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
administrasi aset Sekretartat Daerah

g- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
sesuai lingkup tugas dan fungsinya:

h. pelaksanaan tugas dan fungsl kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 120
Subbaglan Program dan Anggaran berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Keuangan
dan Aset Sekretariat Daerah.

Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala
Subbagian,

Subbaglan Program dan Anggaran mempunyai tugas;
4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana

Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
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melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dolkumen
Pelaksanaan Anggaran Seckretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnyza

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuat lingkup tugasnya;

mengoordinasikan dan melaksapakan penyusunan bahan
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana EKerja dan
Anggaran Sekretarlat Daerah;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah:

mengoordinasikan  dan  melaksanakan  penyusunan
pelaporan kegiatan, kinetja dan akuntabilitas Sekretariat

Daerah;
melaporkan dan memperianggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Birc Umum dan Administrasi Sekretariat
Dagrah sesuai ingkup tugasnya; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Eepala Bagian.
Pasal 121

Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Keuangan
dan Aset Sekretarlat Daerah.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian,

Subbagian Kenangan mempunyal tugas:

d

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya,;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  DoXumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglkup
tugasnya

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Bire Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai lingkup tugasnya;

mengoordinasikann dan wmelaksanakan penatausahaan
keuangan Sckretariat Daerah;

mengoordinasikan dan membina bendahara pada Biro-Biro
di Sekretariat Daerah;

melaksanakan pembayaran BPJS Pejabat Negara dan PNS
di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

melaksanakan pembayaran Operasional Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
melaksanakan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja
Daerah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah:

melaksanakan pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan
Internet (TALI) di lingkungan Sekretariat Daerah;
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat

Daerah sesual lingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oich
Kepala Bagian

Pasal 122

Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program,
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah.

Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset dipimpin cleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Peiaporan Keuangan dan Aset mempunyai tugas;

a menynsun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

¢ melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Birc Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai lingkup tugasnya:

d. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan sistem
akuntansi keuangan Sekretariat Daerah;

¢ mengoordinasikan dan  melaksanakan Penyusunan
pelaporan keuangan Sekretariat Daerah:

i mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan aset
Sekretariat Daerah;

£ mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan dan
perawatan aset Sekretariat Daerah:

h. mengoordinasikan dan membina pengurus barang pada
Biro-Bire di Sekretariat Daerah;

1 mengeordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah;

] mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Program,
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

k. mengoordinasikan dan  melaksanakan PeEnyusunan
pelaporan aset Sekretariat Daerah:

1 mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
IBPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AFIP)
lingkup Sekretariat Daerakh:

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah sesual lingkup tugasnya; dan
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n melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

BAB V
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
Bagian Kesaiu
Asisten Perekonomian Dan Keuangan
Pasal 123

(1) Asisten Perekonomian dan Keuangan mempunyal tugas
memhagtu Sekretaris Daerah dalam:

a4 mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah  urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindusirian, perdagangan, Kkoperasi, wusaba keeil dan
menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi
dan sumber daya mineral {pada sub urusan bidang mineral
dan batubara, sub urusan bidang energl baru terbarukan dan
sub urusan hidang ketenagalistrikan), penanaman modal,
pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, dan fungsi
penunjang urusan pernerintahan bidang keusngan (keuangan,
pendapatan, asset, pengadaan barang/jasa, badan usaha milik
daerahy);

b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan bidang
pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil
dan menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi,
energl dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang
mineral dan batubara, sub urusan bidang energi bharu
terbarukan dan sub urusan hidang ketenagakistrikan)
penanaman medal, pangan, kelautan dan perikanan,
pertanian, dan fungsi penunjang urusan pererintahan bidang
kevangan (keuangan, pendapatan, asset, pengadaan
barang/jasa, badan usaha milik daerah);

¢ mengeordinasikan penyusunan kebijakan, pemantau an dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi daerah;

d. mengoordinasikan pengendalian  dan pengoordinasian
pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten
Perekonomian dan Kenangan;

e menguordiﬁasjkan penyelenggaraan kerja sama daerah;

f melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris
Daerah; dan

g melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Kenangan.

(2) PD lingkup Asisten Perekonomian dan Eeuangan adatah:

a Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
b. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
¢ Badan Pendapatan Daerah:
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d. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dar
Menengah;

Dinas Ketahanan Pangan, Eelautan dan Pertanian;

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

Dinas Perhubungan;

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

L 4

e

Bagian Kedua
Biro Perekonomian dan Keuangan

Pasal 124

Biro Perekonomian dan Keuangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui  Asisten
Perekonomian dan Keuangan.

Biro Perekonomian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro
Pasal 125

Biro Perekonomian dan Keuangan mempunyvai tugas
mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
pemerintaban bidang pasiwisata, perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga kerja,
transmigrasi, energi, penanaman modal, pangan, Kelautan dan
perikanan, pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perekonomian dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

h. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesnail lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pariwisata, perindustrian, perdagang-m,
koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga
kerja, transmigrasi, energl. penanaman  modal, ,
:j{elautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomi
aerah;

d. pemantavan dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecli dan
menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi,
penanaman meodal, pangan, kelauian dan perikanan, pertanian
dan bidang ekonomi daerah;
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pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi,
Penanaman modal, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian
dan bidang ekonomi daerah;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi,
penanaman modal, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian
dan bidang ekonomli dasrah;

fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan
dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pengelolaan data dan Informasi  kebijal-u  dan
pengoordinasian pe aksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan fungsi penurjang urusan pemerintahan
bidang keuangan;

pelaksanaan Kkesekretariatan Biro Perekonomian dan
Keuangan;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan: dan

Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubemur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten
Perekonomian dan Kenangan.

Pasal 126

Susunan Drganisasi Biro Perekonomian dan Keuangan, terdiri
atas:

da

Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

1 Subbagian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
2. Subbagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
3. Subbagian Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah.

Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal,
terdiri atas:

1 Subbagian Perhubungan;

2 Subbagian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; dan
3. Subbagian Penanaman Modal.

Bagian Pangan dan Ekoniomi Daerah, terdiri atas:

1 Subbagian Pangan, Kelautan dan Pertanian:

2 Subbagian Ekonomi Daerah; dan

3. Subbagian Tata Usaha.

Baglan Keuangan Daerah, terdiri atas:
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1 Subbagian Keuangan dan Pendapatan Daerah;

2. Subbagian Aset dan Barang/Jasa Daerah; dan

3 Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
e Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Biro Perekonomian dan Keuangan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur in.

Pasal 127

Baglan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecll dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung fawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan
Keuangan.

Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 128

Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian  dan  Perdagangan  mempunyat tugas
melaksanakan pengoordinastan dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraar urusan
parfwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil
dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pariwisata, Koperast,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindusirian dan Perdagangan
menyelenggarakan fungsi:

& penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya:

b pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

C perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesual lingkup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebljakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah;

¢ pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecll dan
menengah;

f pengoordinasian pelaksanaan tugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperast, usaha kecil dan
menengah;
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g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah;

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya; dan

1 pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

FPasal 129

Subbagian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan
Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Ferindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mermpunyai tugas:

& menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerfa, Rencana
Kerfa dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglaup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  DoXumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretadat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya

d mengoordinasikan, merumuskan dan mernyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata
dan penyelenggaraan ekonomli kreatif;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kehljakan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata
dan penyelenggaraan ekonomli kreatif:

f mengoordinasikan  pelaksana tugas  PD dalarn
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata
dan penyelenggaraan ekonomi kreatil:

g mengelola data dan informasi kebijakan Penyelenggaraan
urusan pemetintahan bidang pariwisata dan
penyelenggaraan ekonomi kreatifs

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai
lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan laln yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 130

Subbagian Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan,
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Subbagian Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyal tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya,

b. melaksana*n  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumnskan preses bisnis, standar dan prosedur Bire
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan uruaarl pemerintahan bidang
perindustrian dan perdagangan;

e memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan urusarn pemerintahan bidang
perindustrian dan perdagangan;

f mengoordinasikan  pelaksana tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perindusirian dan perdagangan;

& mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan  pemerintahan  bidang  perindustrian  dan
perdagangan;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai
lingknp tugasnya; dan

1 meloksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 131

Subbagian  Koperasi, Usaba Kecil dan Menengzh
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala
Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Koperast, Usaha Keeil dan Menengah dipimpin oleh
Kepala Subbagian,

Subbagian Koperasl, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
{ugas:

@ menyusun Rencana Strategis, Rencang Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingloup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual Hngkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya
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d. mengpordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi,
usaha keeil dan menengah;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan wrusan pemerintahan bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah;

f mengoordinasikan  pelaksana lugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasl,
usaha kecll dan menengah;

g mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang koperasl, usaha kecil dan
menengah;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecll dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan;

I mengpordinasiken penyusunan laporan Bagian Pariwisata,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan;

] melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai
lingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 132

Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Biro Perekonomian dan Keuangan,

Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
dipimpin oleh Kepala Bagian.,

Pasal 133

Bagian Perhubungan, Tenaga Keria dan Penanaman Modal
mempunyai  tugas melaksanakan pengoordinasian dan
perumusan Kehijakar:, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD
penyelenggaraan vrusan pemerintahan bidang perhubungan,
tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral
(pada sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan
bidang energl baru terbarukan dan sub urusan bidang
ketenagalistrikan), penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;

Dalam melaksana¥~n tugas, Bagian Perhubungan, Tenaga
Kerfa dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;
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. pelaksanaan Rencana Sirategis dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

perumusan preses hisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai Bngkup tugasnya;

. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kehijakan

penyelenggaraan nrusan pemerintahan bidang
perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan
stmber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan
batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan
sub urusan bidang ketenagalistrikan}, penanaman meodal
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;

pemamntauan dan  evalnasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
periubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan
sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan
batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan
sub urusan bidang ketenagalistrikan}, penanaman modal
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;

pengoordinasian  pelaksanaan  tugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahkan bidang
perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, epergi dan
sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan
batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan
sub urusan bidang ketenag.listrikan), penanaman modal
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;

- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebyjakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan
surmber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan
batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan
sub urusan bidang ketenagalistrikan), Penanaman meodal
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Biro Perekonomian dan Kenangan sesuai linglaup
tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungs: kedinasan lain vang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 134

Subbagian Perhubungan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Perhubungan,
Tenaga Kerja dan Penanaman Modal.

(2) Subbagitan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3] Subbagian Perhubungan mempunyai tugas:
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a menyusun Rencamna Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Seliretartat Daerah sesuai Mngkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Ansgaran Sekretariat Dasrah sesuai Ingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perhubungan;

e memantau dan mengevaluast pelaksanaan kebijakan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perhubungan;

f. mengoordinasikan  pelaksana tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perhubungan;

8 mengelola data dan informasl kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perhubungan;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Perekonomian dan Keuangan sesuai
Iingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 135

Subbagian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energl
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala
Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal,

Subbagian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mempunyai
{ugas:

4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuaj Iingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prasedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja,
transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral (pada sub
urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang
energl baru terbarukan dan sub  urusan bidang
ketenagalistrikan):
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memantau dan mengevaluasli pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja,
transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral [pada sub
urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang
energi baru terbarukan dan sub urusan bidang
ketenagalistrikan);

mengoordinasikan  pelaksana tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja,
transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral {pada sub
urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang
energi  baru terbarukan dan sub  urusan bidang
ketenagalistrikan);

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan
encrgl dan sumber daya mineral {pada sub urusan bidang
mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru
terbarukan dan sub urusan bidang ketenagatistrikan)

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perekonommian dan Keuangan sesuai

lingkup tugasnya: dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 136

Subbagian Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Perhubungan,
Tenaga Kerja dan Penanaman Modal,

Subbagian Penanaman Modal dipimpin  oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Penanaman Modal mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerjfa, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnls, standar dan prosediur Biro
Perekonomian dan Kenangan sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumiiskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan hidang penanaman
medal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;

memantau  dan mengevaluasi pelak:anaan kehijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;
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f mengoordinasikan  pelaksana  tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintaltan bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
secara terpadu;

h. mengoordinasikan pepyusunan bahan rencana sirategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal;

I mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian
Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal;

] melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Perekenomian dan Keuangan sesuai
linglzrp tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasgl 137

Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan
Keuangan.

Bagian Pangan dan Ekonomi Daergh dipimpin cleh Kepala
Bagian.

Pasal 138

Bagian Pangan dan Ekonomd Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebifakan,
pemantauan dan evalua:i pelaksanaan kebijakan dan
pengeordinasian  pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan
urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan hidang
ekonomi darrah (mikre dan makro) dan pengelolaan
kesekretariatan Biro Perekonomian dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pangan dan Ekoriomi
Daerah menyelenggarakan fungsi:

4 pemyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pgipksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan

fungsinya;
¢ Pperumusan proses bisnis, standar dan prosedur Birc
Perekonomian dan Keuangan sesuai linglup tugasnya;

d pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomi daerah
{mikro dan makro):
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomi daerah
{imikro dan malkro).

pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomt daerah
(mikro dan makro).

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perlkanan, pertanian dan bidang ekonomi daerah
(mikro dan makro).,

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan
unum Biro Perekonomian dan Kenangan;

pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan kerja Biro
Perekonomian dan Keuangan;

pelaksanaan keordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
unit kerja pada Biro Perekonomian dan Keuangan;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain vang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 136

Subbagian Pangan, Kelautan dan Pertanian berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pangan
dan Ekonomi Daerah,

Subbaglan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Pangan, Kelautan dan Pertanian mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Herja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuaj lingkup
tugasnya;

melak. anakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekreiariat Daerah sesuai Inglup
tugasnya;

merunmuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun Kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perikanan dan pertanian:

memantau dan mengevaiuasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perikanan dan pertanian;
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I mengoordinasikan  pelaksana tugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
kelautan dan perikanan dan pertanian;

g mengelola data dan informasi kebjjakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan  bidang pangan, kelautan dan
perikanan dan pertanian;

h. melaporkanr dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perckonomian dan Keuangan sesuai
lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Paszal 140

Subbagian Ekonomi Daerah herkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pangan dan Ekonomi
Daerah.

Subbagian Ekonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbaglan Ekonomni Daerah mempunyai tugas:

a4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Eerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Iingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Delcumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingla:p
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesual lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan ekonomi mikro dan ekomomi makro
daerah;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan ekonomnl mikro dan ekonoml malro
daerah;

f. mengoordinasikan  pelaksana tugas FD dalam
penyelenggaraan ekonomi mikro dan ekonomi mmakro
daerah;

g mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
ekonori mikro dan ekonomi makro daerah:

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah linglaup
Bagian Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pangan dan
Ekonomi Daerah;

} melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keunangan sesuai
Iingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,
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Pasal 141

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pangan dan Ekonomi
Daerah.

(2]

(3)

Subbagian Tata Usaha dipimpin ¢leh Kepala Subbagian,

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dekumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuag lingkup
tugasnya

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Bire Perekenomian dan Keunangan sesual

lingkup tugasnya
melak. anakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawalan Biro Perekenomian dan Keuangan;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro
Perekonondan dan Keuangan, meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
Pelaporan;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro
Perekonomian dan Keuangan, meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem
informasi dan kearsipan:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proegram kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
lingkup Bire Perekenomian dan Keuangan;

mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Perekonomian dan Keuangan;

mengoordinasikan peryusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Biro Perekonemian dan Keuangan;

mengoordinasikan penyusunan Pelaporan Biro
Perekonemian dan Keuangan;

mengoordinasikan  penyelesalan  tindak lanjut  hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemerlksa Keuangan
(BPK] dan Aparat Pengawasan Intern Pemeriniah (APTP);

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Bire Perekenomian dan Keuangan sesuai
lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.
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(1)
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Pasal 142

Bagian Keuangan Daerah berkedudukan di bawah dan
bertariggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan

Keuangan.
Baglan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 143

Bagian Keuwangan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi
Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam pengoordinasian
dan perummusan kebijakan, pemantasan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
PD penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan,

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana,
Eerja dan Anggaran Sekretariat Diaerah sesual lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariast Daerah sesuai ngkup fugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuat linglup tugasnya;

d. fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keunangan dalam
pengoordinasfan, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kenangan;

¢ fasll'tasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuvangan;

[ fasilitasj Asisten Perekomomian dan Keuangan dalam
pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD  dalam
penyelenggaraan fungst penurjang urusan pemerintahan
bidang keuangan;

g fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang unisan pemerintahan
bidang keuangan

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Perekonomtan dan Keuangan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya; dan

1 pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro
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Pasal 144

{1} Subbagian Keuangan dan Pendapatan Daerah berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Keuangan Daerah.

(2)

(3}

(1)

Subbagian Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbaglan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai
tugas;

a

menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

- melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen

Pel=ksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesual lingkup tugasnya

mernfasilitasi Asisten Perekonomian dan Kenangan dalam
pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub hidang pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah;

memfasilitas] Asisten Perekonormian dan Keuangan dalam
pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah;

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuwangan dalam
pengoordinasian  pelak_anaan tugas PD dalamn
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah;

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
hidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai
lingkup tugasnya: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 145

Subhagian Aset dan Barang/Jasa Daerah berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan
Kewangan Daerah.
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(2) Subbagian Aset dan Barang/Jasa Daerah diplmpin oleh
Kepala Subbagian.

(3)

(1)

(2)

Subbaglan Aset dan Barang/Jasa Daerah mempunyai tugas:

i

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Rerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesjai lingkup
ugasnya;
melaksanakan Rencana  Strategls dan  Doknmen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingknp
ugasnya:

merumuiskan proses bisnis, standar dan prosedur Bire
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasaoya

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan datam
pengoordinasian, perumusan danr penyusunan kebijakan
penyelenggaraan fungs! penunjang urusan pPemerintazhan
bidang keuangan pada sub bidang asset dan pengelolaan
barang /|asa;

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pemantauan dan  evaluasl pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan fungsl penunjang urusan Pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang asset dan pengelolaan
barang/jasa;

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pengoordinasian  pelaksanaan  tugas PD  dalam
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang asset dan pengelolaan
barang/jasa;

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijat~n
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang asset dan pengelolaan
barang/jasa;

mengoordinasikan penyusunan liahan rencana sirategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah linglkup
Bagian Keuangan Daerah:

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Keuangan
Daerah;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai

lingkup tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 146

Subbagian Pembinaan Badan Usaha Mk Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia
Bagian Kenangan Daerah.

Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dipitnpin
oleh Kepala Subbagian.
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(3} Subbaglan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai

(1)

(2]

(1}

tugas:

a menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pentgoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang wrusan pemerintahan
bidang keuangan pada suh bidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah;

e memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Kenangan dalam
pemantanan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kenangan pada sub hidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah;

f memfasilitasi Asi:ten Perekonomian dan Keunangan dalam
pengoordinasian pelaksanaan  tugas  PD dalam
penyelenggaraan fungsl penunjang urusan pemerintahan
bidang kenangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah;

8. memfasilitasi Asister1 Perekonomian dan Keuangan dalam
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kehijakan
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemeriniahan
bidang kettangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Kenangan sestai
lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan {ugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Biro Kerja Sama Daerah
Pasal 147

Biro Kerja Sama Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab ke Sekretaris Daerah melalul Asisten Perekonomian dan
Keuangan,

Biro Kerja Sama Daerah dipimpin oleh Kepala Biro
Pasal 148

Biro Kerja Sama Daerah mempuiyal (gas mengoordinasikan,
merumuskan dan menyusun kebtjakan, pemantaiztan dan
evaluasi  pelaksanaan kebijakan dan  pengoordinasian
peialcsanaanmgasPDdalampenyelenggmaan kerja sama dasrah
dan perjalanan dinas.
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Birc Kerja Sama Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas
dan fungsinya;

petaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretarial Daerah sesual lingkup tugas dan

Tungsinya;

pengoordinasian, perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps
diplomatik dan perjalanan dinas;

penyusunan analisls dan pertimbangan terhadap usulan
kerja sama daerah, fasflitasi korps diplomatik dan perjalanan
dinas;

pengoordinasian PD, mitra kerja sama, KBRI, KJRI dan
Perwakilan RI lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam
penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps
diplomatik dan perjalanan dinas;

Pelaksanaan penyusunan naskah kesepakatan bersama,
kontrak Kerja sama dan/atau perjanfian kerja sama;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan
dinas;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik
dan petjalanan dinas;

penyusunan laporan penyelenggaraan kerja sama daerah:

fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi kerja sama
daerah;

pengeordinasian dan pemberian pertimbangan dalam
pelaksanaau belanja hibah dan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Daerah dalam negeri, Pemerintah Daerah Juar
negerl, lembaga luar negeri, dan forum, organisasi dan fatau
asosiasi Kerja sama daerah;

pelaksanaan kesekretariatan Biro Kerja Sama Daerah;

perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Bire Kerja
Sama Daerah;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bire Kerja Sama Daerah; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan cleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten
Perekonomian dan Keuangan.

Pasal 149

(1) Susunan Organisasi Biro Kerja Sama Daerah, terdiri atas:

a

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps
Diplomatik, terdiri atas:



(2}

(1)

(2)

{1}

(2)

109

1 Subbagian Kerja Sama Daerah Berbatasan; dan

2. Subbagian KerJa Sama Daerah Tidak Berbatasan dan
Lembaga Negara; dan

3. Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik
b. Bagian Kerja Sarna Luar Negeri, terdiri atas:
1. Subbagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri;
2 Subbagian Kerja Sama Organisasi Intemasional; dan
3. Subbagian Kerja Sama Lembaga Luar Negeri,
¢ Bagian Rerja Sama Pihak Ketiga, terdid atas:
1 Subbagian Kerja Sama Perseorangan dan Lembaga Lain;
2. Subbagian Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Yayasan: dan
3. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha.
d. Baglan Perjalanan Dinas, terdiri atas:
1 Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas:
2 Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
3. Subbagian Tata Usaha.
e Eelompok Jabatan Fungsional,
Bagan struktur organisas! Biro Kerja Sama Daerah tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 150

Bagian Kerfa Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps
Diplomatik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Birc Kerja Sarna Daerah.

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps
Diplomatik dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 151

Bagian Kerja Sama Dalam Negerl dan Fasililasi Eorps
Diplomatik mempunyal tugas mengoordinasikan, merumuskan
dan menyusur kebijakan, pemantauan dan  evaluasi
Pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
PD dalarn penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negeri dan lemnbaga negara dan fasilitasi korps diplomatik.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama Dalam Nepger]
dan Fasilitasi Korps Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rercana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Iingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;



(1)

(2)
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perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya;

. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan

penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam
negerl dan lernbaga negara;

penyusunan analisis dan pertimbangan terhadap usulan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri dan
lembaga Negara;

. pengoordinasian PD  dan mitra kerja sama dalam

penyelenggaraan kerja sama dengan Pernerintah Daerah dalam
negeri dan lemnbaga negara;

- pelaksanaan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau

naskah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negeri dan lembaga negara;

- pemaniauvan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja

sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri dan lembaga
negara;

fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi kerja sama
dalarn negeri;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daersh dalam
negeti dan lembaga negara;

- penyusunan laporan penyelenggaraan kerja sama dengan

Pemerintah Daerah dalam negeri dan lembaga negara,;

pengoordinasian dan pemberian pertimbangan dalam
pelaksanaan belanja hibab dan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Daerah dalam negeri, dan forum, organisasi
dan/atau asosiasi kerja sama dalarn negeri;

penyelenggaraan pelayanan terhadap korps diplomatik:

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yvang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 152

Subbagian Kerfa Sama Daerah Berbatasan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja
Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik.

Subbagian Kerja Sama Daerah Berbatasan dipimpin oleh
Kepala Subbagian,

(3] Subbagian Kerja Sama Daerah Berbatasan mempunyai tugas:

& menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana

Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lngkup
tugasnya;
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. mejaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesual lingkup tupgasnya

- mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negeri yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DK{
Jakarta;

melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalamn negeri yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DXI
Jakarta;

melaksanakan pengoordinasian PD dan miira kerja sama
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah
Daerah dalam negeri yang hberbatasan dengan wilayah
Provinsi DEI Jakarta;

. melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau
naskah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negerl yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI
Jakarta;

- Inemantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang
berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta:

mengelola data dan informasi penyelenggaraan kerja sama
dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang berbatasan
dengan wilayah Provinsi DEI Jakarta;

melaksanakan penyusunan laperan penyelenggaraan kerja
sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang
berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta;

. memfasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi kerja
sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang
berbatasan dengan wilayah Provinsi DEI Jakarta, antara
lain BKSP JABODETABEKJUR;

melaksanakan pengoordinasian dan pemberian
pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam Negeri
yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan
asosiasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri
yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta:

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps
Diplomatik;

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Kerja Sama
Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuai linglup
tugasnya; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.
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Pasal 153

{1} Subbagian Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan dan Lembaga
Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps
Diplematik.

(2)

(3}

Subbagian Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan dan Lembaga
Negara dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan dan Lembaga
Negara mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya,

melaksanakan  Rencana  Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengeordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negeri yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi
DKI Jakarta dan ilembaga negara (kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian /instansi vertikal)

melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negeri yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi
DKl Jakarta dan lembaga negara (kementerian/lembaga
pemerintah nen kementerian /instansi vertikal)

melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerinitah
Daerah dalam negerl yang tidak berbatasan dengan wilayah
Provinsi DKI Jakarta dan lembaga negara (kementerian /!
embaga pemerintah non kementerian/instansi vertikal):

melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau
naskah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam negeri yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi
DKl Jakarta dan lembaga negara (kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian/instansi vertikal)

memantau dan mengevailuasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang
tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta dan
lembaga negara (kementerian /lembaga pemerintah non
kementerian /instansi vertikal};

mengelola data dan informasi Penyelenggaraan kerja sama
dengan Pemerintah Daerah dalam negerl yang tidak
berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta dan
lembaga negara (kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian/instansi vertikal);
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melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja
sama dengan Pemerintah Daerah dalam negerl yang tidak
berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta dan
lembaga negara (kementerlan/lembaga pemerintah non
kementertan/instansi vertikal);

mermnfasilitast forum, organisasi dan/atau asosiasi kerja
sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri vang tidak
berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta antara lain
Mitra Praja Utama;

melaksanakan pengoordinasian dan pemberian
pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam negeri
yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinst DKI Jakarta,
dan asosiasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam
negen yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinst DKI

Jakarta;

- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesual lingkup
thugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 154

Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Samsa
Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik.

Subbagian Fasilitast Korps Diplomatik dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik mempunyai tugas:

(5 3

menyusun Rencana Strategls, Rencana Keria, Rencana
Herja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuail lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebtjakan
penyelenggaraan pelayanan terhadap korps diplomatik;

melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap us.ian pelayanan terhadap korps diplomatik;

melaksanakan pengoordinasian PD, mitra luar negeri, KBRI,
KEJRI dan Perwakilan Republik Indonesia lainnya i luar
negerl dalamn penyelenggaraan pelayanan terhadap korps
diplomatic;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan
terhadap korps diplomatik;
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h. mengelola data dan informasi penyelenggaraan pelayanan
terhadap korps diplomatik;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tugasnya, dan

{ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 155

Bagian Kerja Sama Luar Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung fawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 156

Bagiann Kerja Sama Luar Negerl mempunyai tugas
mengeordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah luar neger, lernbaga di luar
negeri.

Dalam melaksanakan tugas. Bagian Kerja Sama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:

8 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Lingkup tugas
darn fungsinya;

b, pelaksanaan Rencana Sirategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Ingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Bire Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan Kkebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah hiar
negeri, organisasi internasicnal dan lembaga di luar negeri;

¢ peényusunan analisis dan pertimbangan terhadap usulan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi
intermasional dan lembaga di luar negeri:

f pengoordinasian PD  dan mitra kerja sama dalam
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah luar
negeri, erganisasi internasional dan lembaga di luar negeri,

g pelaksanaan penyusunan kesepakatan bersama dan/atan
naskah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah
luar negeri, organisasi internasional dan lembaga di lnar negerd;

h. pemantauan dan evaluasi pelak<sanaan penyelenggaraan kerja
sama dengan Pemerintah Daerah luar negeri, Organisasi
internasional dan lembaga di Iuar negeri;

1 pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah luar
negeri, organisasi mternasional dan lembaga di luar negeri;



(1)

(2)

{3}

115

penyusunan laporan periyelenggaraan kerja sama dengan
Pemerintah Daerah luar negerd, organisasi internasional dan
lembaga di luar negeri;

fasilitasi forum, organisast dan/atau asosiasi kerja sama
dengan Pemerintah Daerah Iar negeri, organisasi
internasional dan lembaga di lnar negeri;

pengoordinasian dan pemberian pertimbangan dalam
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan kenangan kepada
dengan Pemerintah Daerah luar negerl, organisasi
irternasional dan lembaga di luar negerd:

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelak:anaan tugas dan

fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 157

Subbagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Kerja Sama Luar Negerl,

Subbagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri
mernpunyai tugas:

a

menyusurl Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

mernmuskan proses bisnis, standar dan prosedur Birg Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan meryusun kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah di
luar neger;

melaksanakan penyusunan analisis dan perimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan Pemerintah Daerah di
luar negeri;

melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra Kerja sama
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah
Daerah di luar negeri;

melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau
naskah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah di
luar negeri;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah i luar negeri;
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mengelola data dan informasi penvelenggaraan Kerja sama
dengan Pemerintah Daerah di luar negeri;

melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja
sama dengan Pemerintah Daerah di luar neger;

memfasilitasi forum, organisasi dan/atau asocsiasi kerja
sama dengan Pemerintah Daerah di luar negeri;

melaksanakan pengoordinasian dan permberian
pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah di luar
negeri;

mengocrdinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Kerja Sama Luar Negeri;

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Kerja Sama
Luar Negert;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 158

Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional berkedudukan
di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja

Sama Luar Negeri,

Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional mempunyai
fugas;

a menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana

Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan  Kerja sama  dengan  organisasi
intemasicnal;

melaksanakan penyusunan analisis dan perlimbangan
terthadap wusulan kerja sama dengan organisasi
internasional;

melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan organisasi
intermasional;
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melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau
naskah perjanjian kerja sama dengan organisasi
internasional;

melaksanakan — pengoordinasian dan pelaksanaan
penyelenggaraan event internasional;

memantan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama dengan organisasi internasional dan event
internasional;

mengelola data dan informasi penyvelenggaraan kerja sama

dengan organisasi internasional keikutsertaan dalam event
internasional;

melakisanakan penyusunan laperan penyelenggaraan kerja
sama dengan organisasi internasional dan keikutsertaan
dalam event internasienal;

memiasilitasi forum, organisasi dan/atan asosiasi Kerja
sama dengan organisasi internasional dan keikutsertaan
dalam event internasional;

melaksanakan pengoordinasian dan pemberian
pertimbangan dalamn pelaksanaan helanja hibah dan
bantuan keuangan kepada organisasi Internasional;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerfa Sama Daerah sesual lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 159

Subbagian Kerja Sama Lembaga Luar Negeri herkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepdla Bagian Kerja

Sama Luar Negeri.

Subbagian Kerja Sama Lembaga Luar Negeri dipimpin oleh

Kepala Subbaglan.

Subbagian Kerja Sama Lembaga Luar Negeri mempuryai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana [Kerfa, Rencana
KerJa dan Anggaran Sekretariat Daerah|sesual lingkup
tugasnya;
melaksanakan  Rercana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerali sesuai lingkup
tugasnya;
merumuskan proses bisnis, standar dan prgsedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan IEmbaia luar negerti;

melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan lembaga luar negeri;
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{. melaksanakan pengoordinasian PD, mitra luar negeri, KBRI,
KJRI dan Perwakilan RI lainmya di luar negeri dalam
penyelenggaraan kerja sama dengan Jembaga luar negeri;

g. melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau
naskah perjanjian kerja sama dengan lembaga luar negeri;

h. memantan dan mengevaluasi pelak. anaan penyelenggaraan
kerja sama dengan lembaga luar negeri;

1 mengelola data dan Informasi penyelenggaraan kerja sarna
dengan lembaga luar negeri;

] melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja
sama dengan lembaga luar negeri;

k. memfasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi kerja
sama dengan lembaga luar negeri;

1 melaksanakan pengoordinasian dan pemberian
pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan
bantuan keuangan kepada lembaga luar negeri;

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesual linglkup
tugasnya; dan

n melaksanagkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 160

Baglan Kerja Sama Pihak Ketiga berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah.

Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 161

Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga mempunyai tugas
mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kehijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD datam penyelenggaraan
kerja sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi,
yayasan dan badan usaha berbadan hukum,

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
menyelenggarakan fungsi;

a penyusunai: Rencana Strategls, Rencana Kerfa, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesnai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

C perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya;
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pengeordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan perseorangan, lembaga
lain, perguruan tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan
hulkuany;

penyusunan analisis dan pertimbangan terhadap usulan
kerja sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan
tinggt, yayasan dan badan usaha berbadan hukuny;

pengoordinasian PD dan mitra kerxja sama dalam
penyelenggaraan kerja sama dengan perseorangan, lembaga
lain, perguruan tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan
hultum;

pelaksanaan penyusunan kontrak dan/ataun naskah
perfanjlan kerja sama dengan perseorangan, lembaga lain,
perguruan tinggi, yvayasan dan badan usaha berbadan hulum;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja
sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi,
yayasan dan badan usaha berbadan hulkom;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

penyelenggaraan kerja sama dengan perseorangan, lembaga
lain, perguiruan tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan
hukurmn;

penyusunan laporan penyelenggaraan kerja sama dengan
perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi, yayasan dan
badan usaha berhadan hukum;

fasilitasi forum, organisasi dan/atau asoslasi kerjasama
dengan pihak ketiga;

pengoordinasian dan penyusunan laporan penyelenggaraan
kerja sama Provinsi DKI Jakarta;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas dan
fungsi Bire Kerja Sama Daerah sesuai linglup tugas dan

fungsinya; dan
pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain vang
diberikan oleh Kepaia Biro.

Pasal 162

Subbagian Keria Sama Perseorangan dan Lembaga Lain
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga. '

Subbagian Kerja Sama Perseorangan dan Lemhbaga Laun
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Kerja Sama Perseorangan dan Lembaga Lain
mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategls, Rencana Kera, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Hngkup

tugasnya;

. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
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¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Bire Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelengdaraan kerja sama dengan perseorangan dan
lembaga lain {meliputi organisasi kemasyarakatan,
perhimpunan dan persekuiuan);

¢ melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan perseorangan dan
lembaga lan {meliputi organisasi kemasvarakatan,
perhimpunan dan persekutuan);

f melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan perseorangan
dan lembaga lain [melipnti organisasi kernasyarakatan,
perhimpunan dan persekutuan);

g. melaksanakan penyusunan kontrak dJdan/atau naskah
perjanjian kerja sama dengan perseorangan dan lembaga lain
(meliputi organisasi kemasyarakatan, perhimpunan dan
persekutuan);

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
Kerja sama dengan perseorangan dan lembaga fain (meliputi
organisasi kemasyarakatan, perhimpunan dan persekutuan);

1 mengelola data dan informasi penyelenggaraan kerja sama
dengan perseorangan dan lembaga lain (meliputi organisasi
kemasyarakatan, perhimpunan dan persekutizany);

J melak anakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja

sama dengan perseorangan dan lermbaga lain  fmeliputi

organisasi kemasyarakatan, perhimpunan dan persekutuan):
k. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan

penyelenggaraan kerja sama Provinsi DKI Jakarta:

]  mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga;

m  mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Kerja Sama

Pihal Ketiga;

N melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuat lingkup
tugasnya; dan

o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh
Kepala Bagian.

Pasal 163

Subbagian Kerja Sama Perguruan Tinggl dan Yayasan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Baglan Kerja Sama Pihak Ketiga.

Subbaglan Kerja Sama Pergurnan Tinggi dan Yayasan
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Kerja Sama Perguruan Tinggt dan Yayasan
mempunyai tugas:
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menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana — Strategis dan Dolumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Hngkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan presedur Birc Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan tinggi dan
yayasar;

melr¥sanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan perguruan tinggi dan
yayasan,;

meiak anakan pengoordinasian PD dan mitra Kerja sama
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan tinggi
dan yayasarn;

melaksanakan penyusunan Kkontrak dan/atau naskah
perjanjian kerja sama denmgan perguruan tinggi dan
yayasan,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama dengan perguruan tinggi dan yayasan;
mengelola data dan informas! penvelenggaraan Kerja sama
dengan perguruan tinggi dan yayasan;

melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja
sama dengan perguruan tinggi dan yayasan; '
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsl Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tngasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
Kepala Baglan

Pasal 164

Subbagian Kerja Sama Badan Usaha berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Kerja Sama
Pihak Ketiga.

Subbagian Kerja Sama Badan Usaha dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Kerja Sama Badan Usaha mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
lugasnya;

. melaksanakan  Rencana  Strategis  dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
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¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai Engkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan kerja sama dengan badan usaha berbadar
hulkqum;

e melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
terhadap usulan kerja sama dengan badan usaha berbadan
hulkum;

f melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama
dalamm penyelenggaraan kerJa sama dengan badan usaha
berbadan hulkum;

g. melaksanakan penyusunan kontrak dan/atau naskah
perjanjlan kerja sama dengan badan usaha berbadan
hulqan;

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum;

1 mengelola data dan informasi penyelenggaraan kerja sama
dengan badan usaha berbadan hukum;

J melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan Kerja
sama dengan badan usaha berbadan hukum;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 165

Bagian Perjalanan Dinas berkedudukan di bawzh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah.

Bagian Perjalanan Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 166

Bagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan,
merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauvan dan
evaluasl  pelaksanaan  kebijakan dan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan perjalanan dinas;
dan pengelolaan kesekretariatan Biro Kerjasama,

Dalamn  melaksanakan tugas, Bagian Perjalanan Dinas
menyelenggarakan fungsi:

8 peryusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

k. pel=ksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

C Ppermusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya;



(1)

(2)

(3)

123

d. pengeordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan perjalanan dinas:

€ penyusunan analisis dan pertimbangan terhadap usulan
perjalanan dinas;

f pengoordinasian PD dalam penyelenggaraan perjalanan dinas;

g pemantavan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
perjalaran dinas;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
penyelenggaraan perjalanan dinas;

i penyusunan laporan penyelenggaraan perjalanan dinas;
J pengelolaan adnministrasi kevangan, kepegawaian dan

umum Bire Kerja Sama Daerah;

k. pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Birc Kerja
Samna Daerah;:

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Birc Kerja Sama Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

m pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Biro.
Pasal 167

Subbagian Administrasi Perjalantan Dinas berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan
Perjalanan Dinas.

Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagianr Administrasi Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Iingkup

tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah seswuai Hugkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya

d mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kKebijakan
penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas;

€ melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan
teriradap usulan perjalanan dinas:

f melaksanakan  pengoordinasian, penyusunan  dan
Pendokumentasian dokumen administrasi perjalanan
dinas;

g. mengelola data dan informasi penyelenggaraan administrasi
perjalanan dinas;

h. melaksanakan penyusunan laporan  penyelenggaraan
administrasi perjalanan dinas;
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 168

(1) Subbagian Keuangan Perjalapan Dinas berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Perjalanan Dinas.

{2}

(3)

Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas dipimpin oleh Kepala
Subbagian,

Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Herja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja
Sama Daerah sesuai ingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan keuangan perjalanan dinas;
melaksanakan penyusunan estimasi biaya Perjalanan
dinas;

melak. anakan pengoordinasian dan penyiapan akomodasi
perjalanan dinas;

melaksanakan verifikasi dokumen keuangan dan
pengelolaan kenangan perjalanan dinas:;

melaksanakan Pengoordinasian, penyusunan,
pendokumentasian dokumen keuangan perjalanan dinas:
mengelola data dan informasi keuangan perjalanan dinas;

mel ksanakan penyusunan laporan keuangan perjalanan
dinas;

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Kerja Sama Perjalanan Dinas:

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Kerja Sama
Perjalanan Dinas;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,
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Pasal 169

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perjalanan Dinas.

(2]

(3)

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Rerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan pernmusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Kerja Sama Daerah;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro
Kerja Sama Daerah, meliput penganggararn,
penatansahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro Kerja
Sama Daerah, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
barang/aset, kehumasan, data, sistem informasi dan
kearsipan;

memantatt dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
lingkup Biro Kerja Sama Daerah;

mengoordinastkan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerzh lingkup Biro EerJa Sama Daerah;

mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Biro Kerja Sama Daerah;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan Bire Kerja Sama
Daerah;

mengoordinasikan  penyelesaian  tindak lanjut hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsl Biro Kerja Sama Daerah sesuai Ingkup
fugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.
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BAB VI
ASISTEN FEMBANGUNAN DAN LINGEUNGAN HIDUP
Bagian Kesatn
Asistenn Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pasal 170

(1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai
fugas membantu Sekretaris Daerah dalam:

(2)

(1)

a

mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub
urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, lngkungan hidup, kehutanan, dan
penyelenggaraan penerangan jalan umum;

menggordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, energl dan sumber daya
mineral (pada sub uwnisan bidang geologi), pertanahan,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan
hidup, kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan jalan
Pieribiesh

mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian
peleksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

melaksanakan tugas laln yang diperintahkan Sekretaris
Daerah; dan

melaperkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Asisten Pembangunan dan Lingkungan
Hidhap,

FD lingkup Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
adalah:

"hm‘ﬂ_ﬁ'ﬂ‘m

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan:
Dinas Bina Marga;

Dinas Sumber Daya Air;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan

Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pasal 171

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melshyi
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
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{2} Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala

(1)

2)

Biro
Pagal 172

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup mernpunyai tugas
mengeordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaleasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
(pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air miourm, air
limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, penataan ruang, jasa Eonstruksi, permuldman,
persampaharn), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan
bidang geologi], pertanahtan, perumahan rakyat dan kawasan
permukimarn, lingkungan hidup, kehutanan, dan
penyelenggaraan penerangan jalan urmum, jaringan utilitas dan
Infrastrukinr transportasi,

Dalam melaksanakan tugas, Biro Pembangunan dan
Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a penvusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Seckretarfat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ pengoordinasian, perumnusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan wrusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral
(pada sub wrusan bidang geclogi), perfanahan, perurnahan
rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
kehutanan, dan penyelenggarasn peperangan jalan urmuorm,
jaringan utilitas dan infrastrukiur transportasi;

d. pemantauan dan  evalvasi pelak.anaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintaban bidang pekerjaan
umurn dan penataan reang, energi dan sumber daya mineral
(pada sub urusan bidang geologl), pertanahan, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan f{alan urmem,
Jjaringan utilitas dan infrastruktur transportast;

¢ pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan wusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral
(pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan jalan umum,
jaringan wtilitas dan infrastruktur transportasi;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, energli dan sumber daya mineral
(pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, lngkungan hidup,
kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan jalan umurm,
jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi;
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pelaksanaan  Kesekretariatan Bire Pembangunan dan
Lingkungan Hidup;

perumusan proses bispis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan laln yang
diberikan oleh Gubernur, Sekretarts Daerah dan/atau Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 173

Susunan Organisasi Bire Pembangunan dan Lingkungan
Hidup, terdiri atas:

a

e

Bagian Pekerjaan Umnm, terdiri atas;

1 Subbagian Bina Marga;

2. Subbagian Sumber Daya Alr; dan

3. Subbagian Infrastruktur Transportasi.

Bagian Penataan Ruang, Cipta Earya dan Pertanahan,
terdiri atas:

1 Subbagian Penataan Rnang dan Pertanzhan;
2, Subbagian Penataan Kawasan;
3. Subbaglan Cipta Karya dan Penuimahan;

Baglan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri
atas:

1 Subbagian Lingkungan Hidup;

2 Subbagian Kebersihan; dan

3. Subbagian Ruang Terbuka Hijau.

Baglan Pemnbangunan Kota, terdiri atas:

1 Subbagian Pemantauan Program Pembangunan;

2 Subbagian Pengendalian Penyelesalan Kewajiban; dan
3 Subbagian Tata 1Jsaha.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dar Peraturan Gubemnur ini.

Pasal 174

{1} Bagian Pekerjaan Umum berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pembangunan dan
Lingkungan Hidup.

(2) Bagian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
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Pasal 175

Bagian Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan
bidang jalan, sttmber daya air, air minum, drainase), energi dan
sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologil dan
penyelenggaraan penerangan jalan wmum, jarngan wutilitas dan
infrastruktur transportasi.

Dalam melaksanakan fugas, Bagian Pekerjaan Umum
menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategls, Rencana EKerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnds, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual lingkup
tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintaban bidang pekerjaan
umum dan penrataan ruang (pada sub urusan bidang jalan,
sumber daya air, air mirnum, drainase), energl dan sumber daya
mineral {pada sub urusan bidang geclogi) dan penyelenggaraan
penerangan jalan wmnm, jaringan utilitas dan infrastruktur
transportasi;

¢ pemantauan dan evaluasi pelaksapaan  kebijakan
penyelenggaraan wurusap pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang {pada sub urusan bidang jalan,
sumber daya air, air minum, drainase), energs dan sumber daya
mineral (pada sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan
penerangan falan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur
transportasi;

[ pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan,
sumber daya air, air minum, drainase), enexgi dan sumber daya
mineral (pada sub wrusan bidang geolegi) dan penyelenggaraan
penerangan jalan umum, faringan utilitas dan infrastruktur
transportasi;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umumnt dan penataan reang (pada sub urusan bidang jalan,
sumber daya afr, air minum, drainase], energi dan sumber daya,
mineral (pada sub urusan bidang geologil dan penyelenggaraan
penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur
transportasi;
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h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan,
lungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai
lingkup tugas dan fungsinya; dan

1 pelak anaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberlkan oleh Kepala Biro.

Pasal 176

Subbagian Bina Marga berkedudukan dlI bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum.

Subbagian Bina Marga dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Bina Marga mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekyetarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b, melaksanakan  Rencana  Sirategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup
tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urupsan pemerintahan bidang pekerjaan
umurn dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan) dan
penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jaringan
utilitas;

€ memantar dan mengevaluasi pelaksanaan Kkebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan hidang jalan) dan
penyelenggaraan  penerangan jalan wmum dan  jaringan
utilitas;

[ mengoordinasikan  pelaksana tugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
unmum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jatan) dan
penyelenggaraan penerangan jalan ummm  dan jaringan
utilitas;

g mengelola data dan Informasi kehij_kan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang {pada sub urusan bidang jalan] dan penyelenggaraan
penerangan jalan umum;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesual Engkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 177

Subbagian Sumber Daya Air berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum.



131

(2) Subbagian Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3) Subbagian Sumber Daya Alr mempunyai tugas:

ia

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
meruwmnuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual lingkup
tugasnya

. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang sumber
daya air, air minum, drainase), dan energi dan swmber dava
mineral (pada sub urusan bidang geologi);

memantau  dan mengevaluas! pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang sumber
daya air, alr minum, drainase), dan energl dan sumber daya
mineral [pada sub urusan bldang geologi);

mengoordinasikan pelakisana tugas PD flalam
penyelenggaraan urusan pemerintaban bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang sumber
daya air, air minum, drainase), dan energi dan sumber daya
mineral {pada sub urusan bidang geologi);

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan unmmm dan penataan
ruang {pada sub urusan bidang sumber daya air, air minum,
drainase), dan energi dan sumber daya mineral (pada sub
urusan bidang geologi);

melaperkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuad lingkup tugasnya: dan

melak anakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 178

(1) Subbagian infrastruktur Transportasi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pekerjaan
Umurn.

(2) Subbagian Infrastruktur Transportast dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

{31 Subbagian Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas:

d

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Rerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
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b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup scsuai lingkup
tugasnva;

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan infrastruktur transportasi (prasarana dan
sarana transportasi darat dan transportasi laut);

e memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan infrastruktur transportasi (prasarana dan
sarana transportasi darat dan transportasi laut)

f mengoordinasikan pelaksana  tugas PD dalam
penyelenggaraan infrastruktur transportasi (prasarana dan
sarana transportasi darat dan transportasi laut);

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
infrastruktur  transportasi (prasarana dan sarana
transportasi darat dan transportasi laut)

h. mengeordinasikan pepyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pekerfaan Umum;

1 mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pekerjaan
Umirm

7 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biroc Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sestai inghup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 179

Baglan Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan dipimpin
oleh Kepala Bagian.

Pasal 180

Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan
mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan
perumusan kebijakan, pemantauan dan evalua.i pelaksanaan
kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD
penyelenggaraan urusan pekerjaan wmam dan penataan ruang
(pada sub urusan bidang penataan ruang, bangunan gedung,
penataan bangunan dan Nnglkungannya, dan permmukiman},
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan
penyelenggaraan penatazan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Penataan Ruang, Cipta
Karya dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
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penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;
perumusan proses bilsnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup
tugasnya;

- pengocrdinasian, perumusan dan penyusunan Kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan
ruang  bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, dan permukiman), perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan dan penyelenggaraan
Penataan kawasaz;

pemantauan dan evaluasi pelak.anaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umurn dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan
ruang, bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, dan perrnukiman), perumahan rakyat daxn
kawasan permukiman, pertanahan dan penyelenggaraan
penataan kawasan;

pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
wmurmn dant penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan
rniang, bangunan gedung, pepataan bangunan dan
lingkungannya, dan permmikiman), perumahan rakyat dan
kawasan perrmukiman, pertanahan dan penyelenggaraan
penataan kawasan;

. pelaksanaan pengelolaan data dan Informasi kebifjakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub wrusan bidang penataan
ruang, bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, dan permukiman), perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan dan penyelenggaraan
penataan Kawasan;

- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Bire Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai
lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 181

Subbagian Penataan Ruang dan Pertanahan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penataan
Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan.

Subbagian Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin c¢leh
Kepala Subbagian.

(3) Subbagian Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fugas;



(1)

(2)

(3)

134

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Seckretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sckretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup
tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan
riang) dan pertanahan;

memaniau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan
ruang) dan pertanaharn;

mengoordinasikan pelaksana tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bldang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan
ruang) dan pertanahan;

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

rmang (pada sub urusan bidang penataan ruang) dan
pertanahan;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuai lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Eepala Bagian.

Pasal 182

Subbagian Penataan Kawasan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagiari Penataan Ruang,
Cipta Karya dan Pertanahan,

Subbagian Penataan Kawasan dipimpin ocleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Penataan Kawasan mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarial Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
melaksanakan  Rencana  Strategis  dan  Dokunien

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Birg
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup

tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan penataan kawasan;
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e memantan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
Penyelenggaraan peniataan kawasan;

{. mengoordinasikan  pelaksana tugas PD  dalam
penyelenggaraan penataan kawasan;

g. mengelola data dan informasi kebifakan penyelenggaraan
penataan kawasan;

hi. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah kingkup
Baglan Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan;

i mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Penataan
Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Bire Pemmbangunan dan Lingkungan Hidup
sesuai lingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 183

Subbagian Cipta Karyva dan Perumahan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penataan
Ruang, Cipta Karva dan Pertanahan.

Subbagian Cipta Karya dan Perumahan dipimpin cleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Hngkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;

¢ merumuskan preses bhisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual Mngkup
tigasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan meryusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang
bangunan gedurng. penataan bangunan dan lingkungannya,
dan permukiman), perumahan rakyat dan kawasan
permukdman;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang [pada sub urusan bidang
bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya,
dan permukiman] perumahan rakyat dan kawasan
permukimar;
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f mengoordinasikan  pelaksana  tugas PD  dalam
penyelenggaraan uwrusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang
bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya,
dan permukiman), perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang (pada sub urusan bidang hangunan
gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan
permukiman] perumahan rakyat dan  kawasan
permuidman;

h. melaksanakan pengoordinasi=an, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebljakan pembangunan pada PD diluar
koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup:;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesual lingkup tugasnya; dan

] melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 184

Baglan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala,
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Baglan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin
oleh Kepala Bagian.

Pasal 185

Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
mempunyai  tugas melaksanakan pengoordinasian  dan
perummsan kebijakan, pemantauwan dan evaluasi pelaksanaan
kebjjakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD
penyeleniggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang [pada sub urusan bidang persampahan dan
alr limbah), lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan
pertamanan dan pemakaman dan bidang dan mitigasi adaptasi
bencana iklirm,

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Linglkungan Hidup dan
Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan fungst:

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kesja, Rencana Kerja
dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya:

pelaki_anaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Iingkup tugas dan
fungsinya:

perumusan  proses hisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup tugasnya;
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pengoordinasian., perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan hidang pekerjaan umum
dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan
air limbah), Ingkungan hidup, kelnilanan dan penyelenggaraan
pertamanan dan pemakaman dan bidang dan mitigasl adaptasi
bencana iklim;

pemantanan dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan
air limbahy), lingkungan hidup, kehutarran dan penyelengdaraan
pertamanan dan pemakaman dan bidang dan mitigasi adaptasi
bencana iklim;

pengoordinasian pelaksanaan tugas P dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan rmmang (pada sub urusan  bidang
persampahan dan alr limbaly), lingkungan hidup, kehutanan dan
penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman dan bidang dan
mitigasi adaptasi hencana iklm;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan roang (pada sub urusan hidang
persampahan dan air limbah), lingkungan hidup, kehutanan dan
penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman dan hidang dan
mitigasi adaptasi bencana iklim;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Ridup sesual
lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan
cleh Kepala Biro.

Pasal 186

Subbagian Lingkungan Hidup berkedud ikan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Lingkungan Hidup
dan Ruang Terbuka Hijau.

Subbagian Lingkungan Hidup dipimpin clek Kepala Subbagian.
Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan  Dokumen

Felaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual linglkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai Englup
tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hiclup, dan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub
urusan bidang air imbah):
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memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hidup, dan pekerjaan urmum dan penataan ruang (pada sub
urusan bidang air imbat);

mengoordinasikan pelaksana tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hidup, dan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub
urusan bidang air imbah);

mengelola data dan informasi kehijakan penyelenggaraan
urusann pemerintahan bidang Ingkungan hidup, dan
pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan
bidang air limbah);

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Pernbangunan dan Lingkungan Hidup
sesuali lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan cleh
Kepala Bagian.

Pasal 187

{1) Subhagian Kebersihan berkedudukan i bhawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup
dan Ruang Terbuka Hijau.

(2) Subbagian Kebersihan dipimpin oleh Kepala Subbagian,

(3) Subbagian Kebersihan mempunyal tugas:

a

b.

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja
dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesvai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses hisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual lingkup
tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
urnum  dan penataan ruang (pada sub urusan bidang
persampahan) dan lingkungan hidup (pada sub urusan hidang
persamnpahany;

memantau  dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umim dan penataan ruang (pada sub urusan bidang
persampahan) dan lingkungan hidup (pada sub urusan bidang
persampahan);

mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang [pada sub urusan bidang
persampahan) dan lingkungan hidup (pada sub urusan hidang
persampahanj;
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mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan lingkungan
hidup [pada sub urusan bidang persampahan);

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hifaw;
mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Lingkungan
Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuai lingkup tugasnya: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 188

(1) Subbagian Ruang Terbuka Hijau berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup
dan Ruang Terbuka Hijau.

(2)

(3)

Subbagian Ruang Terbuka Hijan dipimpin oleh Xepala
Subbagian.

Subbagian Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daeralt sesual lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana — Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Hngkup

tugasmya;
merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual lingkup
tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan
dan penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman,
pengendalian pencemaran udara dan mitigasi adaptasi
bencana iklim;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan
dan penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman
pengendaltan pencemaran udara dan mitigasi adaptasi
bencana fklim;

mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan
dan penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman,
pengendalian pencemaran udara dan mitigasi adaptasi
bencana iklim;
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g. mengelola data dan informasl kebijakan penyelenggaraan
urusan  pemerintahan bidang  kehutanan dan
penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman, pengendalian
pencemaran udara dan mitigasl adaptasi bencana iklim;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak.anaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesual lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 189

Bagian Pembangunan Kota berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Birc Pembangunan dan
Lingkungan Hidup.

Bagian Pembangunan Kota dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 190

Bagian Pembangunan Kota mempunyal tugas melaksanakan
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan
eval 1asi  pelaksanaan Kebijakan dan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD dalamm pemantauan program
pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum,
penyelesaian pemenuhan kewajfban Izin Pemanfaatan Ruang
(IPR) dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang [pada sub urusan bidang jasa konstruksi) serta
pengelolaan  kesekretariatan Biro Pembangunan dan
Lingkungan Hidup.

Dalam melaksan kan tugas, Bagian Pembangunan Kota
menyelenggarakan fungsi:

a4 penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas

dan fungsinya;
b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

€ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup
tugasnya.

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
dalam pemantanan program pembangunan, pemantauan
fasllitas sosial dan fasilitas umum, penyelesaian
pemenuhan kewajlban lzin Pemanfaatan Ruang {IPR) dan
penyelenggaraan urusan pemerintabhan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa
konsiruksi);

¢ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjjakan dalam
pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas
sosial dan fasilitas umum, penyelesaian pemenuhan
kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)] dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umurn dan penataan riang {pada sub urusan bidang jasa
konsbruksi)-
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pengoordinasian pelak<=naan tugas PD dalam pemantauan
program pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan
fasilitas uwmum, penyelesalan pemenuhan kewajiban Izin
Pemanfaatan Ruang (fPR) dan penyelengsaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan wmim dan penataan ruang
(pada sub nrusan bidang jasa konstruksi);

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
dalam pemantauan program pembangunan, pemantauan
fasilitas sosial dan fasilitas umum, penyelesaian
pemertihan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang (pada sub urnsan bidang jasa
konstruksi}:

- pengelalaan  administrast keuangan, kepegawaian dan

umum Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup:

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
unit kerja pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai
lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedimasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 191

Subbaglan Pemantauan Program Pembangunan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pembangunan Kota.

Subbagian Pemantauan Program Pembangunan dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Pemantauan Program Pembangunan mempunyai
tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelakisanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup
tugasnya

mengoordinasikan, merumusksn dan menyusun kebijakan
dalair  pemantauan  program pembangunan  dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang fpada sub urnsan bidang jasa
konstruksi);
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memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
pemantauan program pembangunan dan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang (pada sub urusan bidang jasa konstruksi)

mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam pemantauan
program pembangunan dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penatzan ruang
(pada sub urusan bidang jasa konstruksi)

mertgelola data dan informasi dalam perantanan program
pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan rmang (pada sub
urusan bidang jasa konstruksi)

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pembangunan Kota;

mengeordinasikan pEnyusunan laporan Bagian
Pembangunan Kota;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuai linglup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 192

Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pembangunan Kota,

Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Pengendalian Penyelesalan Kewajiban mempunyai
tugas:

=}

menyusun Rencana Strateg's, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup
tugasnya;

. melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merurnmiskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro

Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup
tugasnyva

mengoordinasikan, merumuskan dsn menyusun kehijakan
dalam pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan
penyelesaian pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan
Ruang (IPR);

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam
pemantauan fasilitas so:ial dan fasilitas umum, dan
penyelesaisn pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan
Ruang (IPR);
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I mengoordinasikan pelaksana tugas PD} dalam pemantauan
fasilitas sosial dan fasilltas umum, dan penyelesaian
pemenmuhan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

g. mengelola data dan informasi dalam pemantaunan fasil'tas
sosial dan fasilitas umum, dan penyelesaian pemenuhan
kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuat lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan.

Pasa¥ 193

Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan Kota,

Sublagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingloup

tugasnya
¢ melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar

dan prosedur Birc Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuat lingkup tugasnya

d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

¢ melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro
Pembangunan dan  Lingkungan  Hidup, melipufi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan;

f melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang/aset,
kehumasan, data, sistem informasi dan kearsipan:

g memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah

lingkup Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:

1 mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

1 mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro
Pembangunan dan Linglungan Hidup;
k. mengoordinasikan penyelesajan tindak Ianjut hasil

pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK} dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP)



1

in

144

melaporkan dan mempertangsungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
sesuai lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

BAB VII
ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Asfsten Kesejahteraan Rakyat
Pasal 194

(1) Asisten Kesejahteraan Rakyal mempunyal tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam:

(2)

4

mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatar,
sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindunigan
anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
perpustakaan, kearsipan, dan bidang mental spiritual;

mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga,  pemberdayaan  masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, dan bidang
mental spirituat;

mengoordinasikan  pengendalian dan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten
Resejahteraan Rakyat;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris
Daerah; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pel.isanaan
tugas dan fungsi Asisten Kesejahteraan Rakyat.

PD lingktip Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah:

"'"ll."l]ﬂ.t'}!:l‘ﬁl

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan:

Dinas Saosial;

Dinas Kebudayaan;

Dinas Pemuda dan Qlahraga;

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk; dan

Dinas Perpuslakaan dan Kearsipan.
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Bagian Kedua
Biro Kesejahteraan Sosiat
Pagal 195

Biro HKesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan
bertangsung fjawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten

Kesejahteraan Rakyat.
Biro Kesejahteraan Sosial dipimpin cleh Eepala Bire
Pasal 196

Biro Kesegjahteraan Sesial mempunyai tugas mengoordinasikan,
merummskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan
evaluasi  pelalisanaan  kebijakan dan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas FD penyelenggaraan urusan kesehatan,
sosial, permnberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, kepermudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Kesejahteraan Sosial
menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Rerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lngkup tugas dan
fungsinya:

¢ pengocrdinasian, perumusan dan penyusunan Kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
sosial, pemberdayaan — masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan  perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan
olahraga;

d. pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
sosial, permberdayaan masyarakat, pemberd avaan
perempuant  dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan Kkeluarga berencana, kepemudaan dan
glahraga;

e pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemnerintahan bidang kesehatan.
sosial,  pemberdayaan  masyarakal, pemberdayaan
perempuan dan  perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan
olahraga:

f pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
sosial,  pemberdayaan  masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan  perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan
clahraga;

g pelaksanaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial;
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h. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur RBiro
Kesejahteraan Sosial

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Kesejahteraan Sosial; dan

] pelaksanaan tugas dan fungsl kedinasan lain vyang
diberikan cleh Guberniur, Sekretaris Daerah dan/atan Asisten

Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 197
Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

a Bagian Kesehatan, terdirl atas:
1 Subbagian Kesehatan Masyarakat:;
2. Subbagian Pelayanan Kesehatan: dan
3. Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan.

b. Bagian Sosial, Kepemmdaan dan QOlahraga, terdiri atas:
1 Subbagian Perlindungan dan Rehabillitasi Sosial;
2. Subbagian Pemberdayaan dan Jaminan Sosial; dan
3. Subbagian Kepemudaan dan Olahraga.

c Bagian  Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk, terdiri atas:

1. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

2 Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak; dan

3. Subbagian Tata Usaha.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan strukiur organisasi Biro Kesejahteraan Sosial tercantum

dalam Larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahlkan
dari Peraturan Gubernur in.

Pasal 198

Bagian Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung
fawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 199

Baglan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan
evaluasi  pelaksanaan  kebifakan dan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keschatan
menyelenggarakan fungsi:



(1)

(2)

{3}

147

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas
dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya,;

perumusan proses bisnils, standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan:

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD} dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan hidang keschatan;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bire Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepaia Biro.

Pasal 200

Subbagian Kesehatan Masyarakat berkedud 1%an di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan,

Subbagian Kesehatan Masyarakat dipimpin oieh Kepala
Subbagian.

Sulibagian Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja. Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokurmen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

mertmuskan proses bispis, standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga,
glzi, promosi keschatan, peran serta masyarakat, kesehatan
linglungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan
kefarmasian;

memantau dan mengevalunasl pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga,
gizi, promosl keschatan, peran serta masyarakat, kesehatan
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lingkungan, kesehatan Kerja, kesehatan olahraga, dan
kefarmasian;

mengoordinasikan  pelaksana fugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahian bidang kesehatan di
bidang keschatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga,
gizl, promaosi kesehatan, peran serta masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan
kefarmasian;

mengelola data dan Informasl kebhijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kesehatan di  bidang
kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, iz
promosi kesehatan, peran serta masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan oiahraga, dan
kefarmasian;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup
tugasnya; dan

melaksan _kan fugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan.

Pasal 201

Subbagian Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan.

Subbagian Pelayanan Kesehatan  dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagtan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan Rencana  Strategls dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumnuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kesefahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya

. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan
kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas kesehatan
dasar, tradisional dann komplementer, standarisasl muta
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan
SDM kesehatan;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan
kesehatan rutjukan dan krisis kesehatan, fasilitas kesehatan
dasar, tradisional dan komplementer, standarisasi mutu
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan
SDM kesehatan;

mengoordinastkan  pelaksana  tugas PD dalam
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penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan
kesehatan rujukan dan krisis keschatan, fasilitas kesehatan
dasar, tradisional dan komplementer, standarisasi mutu
pelayanan Kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan
SDM kesehatan;

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan  bidang kesehatan di  bidang
pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan kesehatan
rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas kesehatan dasar,
tradisional dan komplementer, standarisasi mutu
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan
510M kesehatan;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup
tugasnya: dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 202

Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesehatan,

Subbagian Pengendaltan Masalah Kesehatan dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Pengendalian Masalah Keschatan mempunyai
ngas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

. Melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya,

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Birg
Kesejahteraan Sesial sesuai lingkup tugasnya;

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijaka 1
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang pengendalian masalah kesehatan mellputi penyakit
menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak menular,
kesehatan jiwa, Napza, surveilans, epidemelogi dan
imunisasi, serta alat kesehatan:

memantan  dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
bidang pengendalian masalah kesehatan meliputi penyakit
menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak menular,
}{esehatan Jiwa, Napza, surveilans, epidemologi dan
Imninisasl, serta alat kesehatan; -

mengoordinasikan pelal-ana tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
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bidang pengendallan masalah kesehatan meliputt penvakil
mernular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak menular,
kesehatan jiwa, Napza, surveilans, epidemologi dan
imunisasi, serta alat kesehatan;

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kesehatan di bidang
pengend . lian  masalah kesehatan meliputi penyakit
menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak menular,
Kesehatan jiwa, Napza, surveilans, epidemologi dan
irmunisasi, serta alat kesehatan;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Kesehatan;

1 mengeordinasikan penyusunan laporan Bagian Kesehatan,;

] melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup
tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian;

Pagzal 203

Bagian Sosial, Kepemudaan Dan Olahraga herkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro
Kesejahteraan Sosial.

Bagian Sosial. Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh
Kepala Bagian.

Pasal 204

Bagian Sosial, Kepemudaan Dan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantavan  dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
sosial, kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Baglan Sosial, Kepemudaan dan
Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

€ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Soslal sesuai lingkup tugasnya

d. pengoordinasian, perumusan dan Penyusunan Kebijakan
penyelenggaraan urusan  pemerintahan bidang sosial,
kepernudaan dan olahraga;
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggdaraan wrusan  pemerintahan bidang sosial,
kepemudaan dan clahraga;

pengoordinasian  pelaksanaan  tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan  pemerintahan bidang sosial,
kepemudaan dan olahraga;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan wrusan  pemerintahan bidang social,
kepemudaan dan olahraga;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Keselahteraan Sosial sesuai lingkup tugas dan
fungsinya: dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro,

Pasal 205

Subbagian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial berkedudukan
di bawall dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial,
Perpustakaan dan Kearsipan,

Subbagian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh
Eepala Subbagian.

Subbagian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai
tugas:

&

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja. Rencana
Kerjfa dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di
bidang perlindungan sosial dan rehabititasi sosial:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di
bidang perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial:

mengoordinasikan  pelaksana  tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di
bidang perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial:

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang sosial di bidang perlindungan
sosial dan rehabilitasi sosial;

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Hngkup
Bagian Sosial, Perpustakaan dan Kearsipan;
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mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Sosial,
Perpustakaan dan Kearsipan;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Kesejahteraan Sosial sesual lingkup
tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 206

Subbagian Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial,
Perpustakaan dan Kearsipan,

Subbagian Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dipimpin cleh
Kepala Subbagian.

Subbagian Pemberdayaan dan Jaminan Sosial mempunyai
tugas:

a

menvuasun Rencana Sirategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Bire
Kesejahteraan Sosial sesuat lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di
bidang pemberdayaan sosial, jaminan sccial dan
penanganan fakir miskin;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di
bidang pemberdayaan sosial, jaminan social dan
penanganan fakir miskin:

mengoordinasikan pelaksana  tugas PD dalarn
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di
bidang perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial:

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang sosial di bidang perlindungan
sosial dan rehabilitasi sosfal;

. melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan laln yang diberikan oleh
Kepala Bagian,

Pasal 207

Subbaglan Kepemudaan Dan Olahraga berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial,
Kepemudaan Dan Olahraga,
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Subbaglan EKepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala
Subbagiar:.

Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasriya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijjakan

penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
kepemudaan dan clahraga;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanasn  kebijakan
penyelenggaraan  urusan pemerintahan bidang
kepermudaan dan elahraga;

f mengoordinasikan  pelrc-ana tugas FD dalam
peryelenggaraan urusan pemerintahan  bidang
kepemudaan dan clahraga;

g. mengelola data dan infoermasi kebljakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bifdang kepemudaan dan olahraga;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bire Kesejahteraan Sosial sesual lingkup
tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasal 208

Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sostal.

Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dipimpin cleh Kepala Bagiam.

Pasgal 209

Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
dan perumusan kebtjakan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebfjakan dan pengoordinastan pelaksanaan tugas
FD  penyelenggaraan wurusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana  serta  pengelolaan  kesekretariatan Birc
Kesejahiteraan Sosial.

Dalam melak. anakan tugas, Bagian Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi;
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a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

b, pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sek etariat Daerah sesual lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya;

d. pengoordinastan, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraarn  urusarn pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keltnarga berencana;

€ pemantavan dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan wrusan pemeriniahan bidang
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dar pengendallan penduduk dan
keluarga berencana;

f pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan UIrUSan pemerintahan bidang
Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

h. pengelolaan administrasi keuangan, Kepegawaian dan
umurm Biro Kesejahteraan Sosial;

1 pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro
Kesejahteraan Sosial;

] pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
unit kerja pada Biro Kesejahieraan Sosial;

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesual lingkup tugas dan
Tungsinya; dan

1 pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 210

Subbagian  Pemberdayaan  Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah
dan pertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk,

Subbagian  Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala
Subbagian.
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(3) Bubbagian  Pemberdayaan  Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

{1)

{2]

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup
tugasnya;
melaksanakan  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merunmskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan Lnisan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana yang meliputi lembaga
kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum
adat, pengendallan penduduk, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendallan
penduduk dan keluarga berencana yang meliputl lembaga
kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum
adat, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

mengoordinasikan  pelaksana  tugas PD dalam
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana yang meliputi lembaga
kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum
adat, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

mengelola data dan informasl kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencanayang meliputi lembaga kemasyarakatan, lembaga
adat, dan masyarakat hukum adat, pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesual lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Eepala Baglan.

Pasal 211

Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berkedud t%an di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk,

Subbaglan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dipimpin oleh Kepala Subbagian.
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(3) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyal tugas:

a

menyusun Rencapa Strategis, Rencana Kerja, Rencapa
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;

melak. apakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Eesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kehijakan
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
meliputi  kualitas hidup perempuan, perlindungan
perempuan, kualitas keluarga, data gender dam anak,
pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

memantan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
mellputi  kualitas hidup perempuan, perlindungan
perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak,
pementihan hak anak dan perlindungan khusus anak;

mengoordinasikan  pelaksana  tugas PD dalam
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
meliputi  kualitas hidup perempuan, perlindungan
perempuan, kualitas kelnarga, data gender dan anak,
pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang meliputi kualitas hidup
perempuan, perlindungan perempuan, knalitas keluarga,
data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak;

- engoordinasilian penyusunan bahan rencana strategls

dan rencana kerfa dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Baglan  Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendallan Penduduk:

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesual lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.
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Pasal 212

(f) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah da
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

(2}
(3)

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

d.

menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;
melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Seckretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya
melaksanakan perumusan kebijalkan, praoses bisnis, standar
dan prosedur Biro Kesefahteraan Sosial sesuai lingkup
tugasnya

. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan

kepegawaian Bire Kesejahteraan Sosial;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro
Kesejahteraan Sosial, meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro
Kesejahteraan Sosial, meliputi ketatausahaarn,
kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem
informasi dan Kearsipan,;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
lingkup Biro Kesejahteraan Sosial:

mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat
Daerah lingkup Biro Kesejahteraan Sosial;

mengoordinasikan penyusunan preses bisnis, standar dan
prosedur Biro Kesefahteraan Sosial;

mengoordinasikan penyusunar pelaporan Birg
Kesejahteraan Sostal;

- mengoordinasikan penyelesalan tindak lanjut hasil

pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
[BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIE)

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian,
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Bagian Ketiga
Biro Pendidikan dan Mental Spirituat
Pasal 213

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawabh ke Sekretaris Daerah melalui Asisten
Kesejahteraan Rakyat.

Bire Pendidikan dan Mental Spiritual dipimpin cleh Kepala Biro
Pasal 214

Bire Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas
mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kehijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan
dan kearsipan serta hidang mental spiritual.

Dalam melaksanakan tugas, Birc Pendidikan dan Mental
Spiritual menyelenggarakan fungsi:

& Ppenyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai ingkup tugas
dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

¢ pengoordinasian, perumusan dan penyusurian kebljakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang
mental spirftual;

d. pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan kehbijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang
mental spirltual;

e pengoordinasian pelaksanaan tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemetintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bhidang
mental spiritual;

f pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebjjakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang
mental spiritual;

g. pengoordinasian dan Tasilitasi pelaksanaan
Penyelenggaraan ibadah hali;

h. pengoordinasian dan fasilitasi petaksanaan mental spiritual;

I pemberlan  pertimbangan dan koordinasi dalam

pelaksanaan belanja hibah dan  bantuan  sosial
Penyelenggaraan mental spiritual

] Ppelaksanaan kesekretariatan Biro Pendidikan dan Mental

Spiritual;
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k. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

1 pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan

m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain vyang
diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan /atau Asisten

RKesejahteraan Raloyat.
Pasal 215

Susunan Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual,
terdiri atas:
a Bagian Pendidikan, terdiri atas:

1 Subbk=2gian Pendidikan Dasar:

2 Subbagian Pendidikan Menengah; dan

3. Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat.

b. Bagian Kebudayaan, Perpustakean dan Kearsipan, terdirl
atas:

1 Subbagian Kebudayaan;
2 Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan; dan
3. Subbagian Tata Usaha.
¢ Bagian Mental Spiritual, terdirl atas;
1 Subbagian Lembaga Mental Spiritual;
2. Subbagian Prasarana dan Sarana Mental Spiritual: dan
3. Subbagian Kegiatan Mental Spiritual.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 216

Bagian Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Bagian Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 217

Baglan Pendid'kan mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan perumusan kebifakan, pemantauan dan
evaluasi  pelaksanaan  kebjjakan  dan pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pendidikan
menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya:
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pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumer: Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan

Tungsinya;

perumusan proses bisnls, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya;

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

pemantauan dan evaluasl pelak anaan kebijakan
penyelenggaraan uru<=n pemerintahan bidang pendidikan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan:
dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup
tugas dan fungsinya;

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 218

Subbagian Pendidikan Dasar berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan.

Subbagian Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

a2

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup

tugasnya;

. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

merumuskan proses hisnds, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai ingkup tugasnya

mengoordinasikan, mermmuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan dasar;

memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan dasar;

mengoordinasikan pelaksana  tugas FD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan dasar:
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g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan  bidang pendidikan di bidang

pendidikan dasar;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelakisanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
sesuai lingkup tugasnya; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Pasgal 219

Subbagian Pendidikan Menengah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada EKepala Bagian Pendidikan.

Subbagian Pendidikan Menengah  dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Pendidikan Menengah mempunyai tugas:

4 menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

c Imerumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan menengah;

¢ memantau dan mengevaluasli pelaksanaan kebijakan
penyelengdaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan menengah;

f mengoordinasikan  pelaksana  tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan menengah;

g mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pendidikan di  bidang
pendidikan menengah;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
sesuai lingkap tugasnya; dan

1 melak:anakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 220

Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung {awab
kepada Kepala Bagian Pendidikan.

Subbagian Pendidikan Anak Usia Dinl dan Pendidikan
Masyarakat dipimpin oleh Kepala Subbagian.
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Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat mmempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana  Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Fendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan
di bidang pendidi*~u anak usia dini dan pendidikan

masyarakat,;

I mengoordinasikan  pel=ksana tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidi—u
di bidang pendidikan anak usla dini dan pendidikan
masyarakat;

g mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pendidikan di bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat:

h. mengoordinasikan pernyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup
Bagian Pendidikan;

1 mengeordinasikan penyusunan laporan Bagian Pendidikan;

] melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidlkan dan Mental Spiritual
sesuai lingkup tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 221

Bagian  Kebudayaan, Perpusiakaan dan Kearsipan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Baglan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan diptmpin
oleh Kepala Bagian.

Pasal 222

Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebfjakan,
pemantavan dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan,
pelaksanaan keselretarfatan Bire Pendidikan dan Mental
Spiritual.
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(2) Dalam  melaksanakan  tugas, Baglan Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)
(2}

a

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas
dan fungsinya;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingknp tugas dan
fungsinya;

perumusan preses bisnis, standar dan prosedur Biro
FPendidikan dan Mental Spiritual sesuai ingkup tugasnya

pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijalan
penyelenggaraan urusan permerintahan bldang kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipau;

pengoordinasian  pelaksanaan tugas PD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan;

pel_ksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan;

pengelolaan administras] keuangan, kepegawalan dan
umum Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro
Fendidikan dan Mental Spiritual;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
unit kerja pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual:

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungst Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan cleh Kepala Biro.

Pagal 223

Subbagian Kebudayaan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan,

Subbagian Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Kebudayaan mempunyal tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;



(1]

{2)

(3]
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b. melaksanakan Rencana  Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasrya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menynsun Kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintakan bidang kebudayaan;

e memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebijakan
penyelznggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

I mengoordinasikan  pelaksana tugas rD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan:

g. mengelola data dan informasi kebijakan penvelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
sesuai lingkup tugasnya; dan

i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 224

Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan
Kebudayaan, Perpustakaarn dan Kearsipan.

Subbagian Perpustakaan dan Kearslpan dipimpin oleh Kepala
Subbagiarn.

Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas:

a menyusun Rencana Strafegis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Rencana Strategls dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup
tugasrrya,

¢ merumuskarn: proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikarn dan Mental Spiritual sesual lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merwmuskan dan menyusun kebijakan
penyelenggaraan UTSan pemerintahan bidang
perpustakaan dan kearsipan;

e memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijjakan
penyelenggaraan uryusan Pemerintahan bidang
perpustakaan dan kearsipan;

f mengpordinasikan  pelaksana tugas PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan hidang
Perpustakaan dan kearsiparn;

§. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;



(1]

{2]
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mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana Kerja dan anggaran Sekretarlat Daerah lingkup
Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian
Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

sesuai lingkup tugasnya; dan
melalasanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian

Pasal 225

Subbaglan Tata Usaha berkedudukan di bhawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan.

Subbagian Tata Usaha diptmpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
KerlJa dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup

tugasnya;
melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya

melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar
dan prosedur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai

lingkuip tugasnya

melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan
kepegawaian Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual, meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual, meliputi ketatausahaan,
kerummahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem
imformasi dan kearsipan;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
lingkup Bire Pendidikan dan Mental Spiritual;

mengeordinasikan penyusunan bghan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretarat
Daeral: lingkup Bire Pendid kan dan Mental Spiritual;

mengoordinasiv—n penyusunan proses bisnis, standar dan
prosedur Bire Pendidikan dan Mental Spiritual;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro Pendidikan
dan Mental Spiritual;



(1)
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k. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Xeuangan
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP)

[ melaporkan dan memperfanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsl Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

sesuali lingkup tugasnya; dan

m melaksanakan tugas kedinasan iain vang diherikan oleh

Kepala Baglan.
Pasal 226

Baglan Mental Spiritual berkedudukan & bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual.

Baglan Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala Bagian.
Pasal 227

Baglan Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantavan dan
eval 1asi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian dan fasilitasi
penyelenggaraan keglatan mental spiritnal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Mental Spiritual
menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglaip tugas

dan fungsinya;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lngkup tugas dan
fungsinya;

¢ perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendid'kan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya;

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan
mental spiritual;

¢ pemantauan dan evaluasi pelak.anaan kebliakan mental
spiritual;

f pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
mental spiritual;

g. pelaksanaan pengefolaan data dan informasi kebijakan
penyelenggaraan mental spiritual;

h. fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, antara
Iain seleksi, pelatihan, pemherangkatan, pemudangan dan
pelaporan petugas haji daerah;

1 penylapan poskoe haji, prasarana dan sarana bagi jamaah
hajl dan petugas haji daerah;

J. fasilitasi rekomendasi perizinan tempat ibadah;



k.
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pemberian pertimbangan dan koordinasi dalam pelaksanaan
belanja hibah dan bantuan sosial penyelenggaraan mental
spiritual;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup
tugas dan fungsirya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Biro,

Basal 228

{i} Subbagian Lembaga Mental Spiritual berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental Spiritual.

(2)

(3)

Subbagian Lembaga Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Subbagian Lembaga Mental Spiritual mempunyai tugas:

a

T

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarial Daerah sesuai lingkup
tugasnya,

melaksanakanrr  Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingloup
fugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan
lembaga mental spiritual;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
lembaga mental spiritual;

mengoordinasikan pelaksana tugas dan pembinaan
lembaga mental spiritual;

mengelola data dan informasi lembaga mental spiritual;

menyiapkan bahan pertimbangan dan koordinasi dalam
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial terkait
dengan lembaga mental spiritual;

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingltup
Bagian Mental Spiritual;

mengoordinasikan penyusunan laporan Baglan Mentai
Spiritual;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidivan dan Mental Spiritual
sesual lingkup tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Baglan.
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Pasal 229

(1) Subbagian Prasarana dan Sarana Mental Spiritual
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Mental Spiritual.

{2] Subbaglan Prasarana dan Sarana Mental Spiritual dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

(3) Subbagian Prasarana dan Sarana Mental Spiritual mempunyai
tugas:

i

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup
tugasnya,

melaksanakan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesual lingkup tugasnya

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kehijakan
prasarana dan sarana mental spirituali;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
prasarana dan sarana mental spiritual;

melaksanakan pengoordinasian pelaksana pengembangan
prasarana dan sarana mental spiritual;
memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji,

antara  lain  seleksi, pelatihan, pemberangkatan,
pemuiangan dan pelaporan petugas haji daerah;

menyiapkan posko haji, prasarana dan sarana bagi jamaah
haji dan petugas haji daerah;

memfasilitasi rekomendasi perizinan tempat ibadah:
mengelola data dan Infermasi Prasarana dan Sarana mental
spirituai;

menyiapkan bahan pertimhangan dan koordinasi dalam
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan soslal terkait
dengan prasarana dan sarana mental spiritual:

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidiken dan Mental Spiritual
sesuat lingkup tugasnya; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian.

Pasal 230

{1) Subbagian Keglatan Mentat Spiritual berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental Spiritual.

(2) Subbagian Keglatan Mental Spirituat dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

(3) Subbagian Kegiatan Mental Spiritual mempunyai tugas:;
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a menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana
Kerfa dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup

tudasnya;

b. melaksanakan Rencana  Sirategls dan  Dokumen
Pelak. anaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup
tugasnya;

¢ merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya

d. mengoordinasikan, merumuskan dan mermyusun kebijakan
keglatan mental spiritual;

e memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebijakan
kegiatan mental spiritual;

f melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan mental spiritual;

mengelola data dan informasi keglatan mental spiritual;

menyiapkan bahan pertimbangan dan koordinasi dalam
pelakisanaan belanja hibah dan bantuan sosial terkait
dengan kegiatan mental spirltual;

1 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
sesual lingkup tugasnya; dan

i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

5 T

BAR VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 231

Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan
fungsional sesuai dengan kebutuhan vang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 232

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungslopal masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 233

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan hidang
keahlianmya vyang pengangkatannya diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perurdang-undangar.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan
Gi!eh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau
ditunjuk oleh Kepala Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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(3) Jumlah Kelompek Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah harus
menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di Sekretariat Daerah.

Pasal 235

Sekretarls Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur
mengenal hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkata atan
sewakitu-wakin sesuai kebutuhan.

Pasal 236

Selretartat Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
analisis beban kerja, dan uralan tugas terhadap seluruh jabatan di
=ekretariat Daerah.

Pasal 237

Setlap unsur i hingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat
Daerah dalam hubungan antar PD, Instansi pemerintah, dan/atau
instansi swasta.

Pasal 238

Setiap pimpinan unit kerja di ingkungan Sekret ariat Daerah harus
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan
masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilltas publik  melahri penyusunarn  perencangan,
pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 239

Setiap pimpinan unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
Pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 240

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah
mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan
apabila terjadi penylmpangan waijib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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Pasal 241

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja
secara berkala tepal pada waktunya.

Pasal 242

Setlap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laperan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

Pasal 243

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 244

Ketentuan mengenai kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset,
pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan pada Sekretariat
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pPerundang-undangan.

BAE X1
KETENTUAN PERALIHAN
Paszal 245

Pejabat Struktural yang telah dilantik sebelum herlakunya
Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya
sampal dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai
dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 246

Pada saat Peraturan Gubernur mi mulal berlake Peraturan
Gubernur Nomeor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
lIbukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62148) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 [Berita
Daerah Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2019
Nomor 62 184) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 247

Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 82048

Salin ngan aslinya
EEPALA BIR ETARIAT DAERAH
FROVINSI D BUKOTA JAKARTA,
NAH

NIP 196 9494032003



Lampiran  Peraturan Gubernur Daerah
Khusus Ibukpta Jakarta

Nomor 150 TAHUN 2019
Tanggal 31 pesember 2019
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11. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRQ PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
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